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ABSTRAK
Nama : Hamzah
Nim : 10300109011
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Judul peranan polri dalam menangulangi massa yang menyampaikan
pendapat di muka umum
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Polri terhadap
aksi Unjuk-rasa khsusnya di wilayah Kota Makassar. Dalam pembahasan tersebut
tentunya sangat krusial apabila disandingkan dengan berbagai persoalan-persoalan
sosial masyarakat. Dalam membahas persoalan terkait dengan tugas dan peranan
kepolisian yakni beberapa kendala polisi dalam menanggulangi Unjuk rasa.
Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode
kepustakaan (library research) dan peneliyian lapangan (field research). Populasi
dari penelitian ini adalah para anggota kepolisian di Polres tabes Makassar.
Berdasarkan pada hal tersebut, penelitian yang penulis lakukan pada Polres tabes
Makassar dengan menggunakan metode observasi, metode wawancara dan angket.
Adapun teknik analisis data menggunakan metode kuantitatif untuk angka-angka
yang diperoeh dari observasi dan jawaban atas kuesioner serta metode kualitatif untuk
data yang diperoleh lewat wawancara. Olehnya itu dibutuhkan pengetahuan dalam
rangka meningkatkan penertiban berunjuk-rasa. Karena mengingat pentingya
berbagai persoalan penertiban tersebut.
Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan berbagai persoalan yang ada
dan berbagai kendala dalam meyelesaikannya. Namun diperlukan juga kerja sama
antara dua pihak baik dari pihak kepolisian maupun pihak Unjuk-rasa agar senantiasa
menjaga keamanan, mematuhi peraturan pada saat aksi Unjuk-rasa berlangsung
dilapangan agar tidak terjadi kerusuhaan-kerisuhan yang merugikan banyak pihak
maka dari itu perlu meningkatkan sosialisasi tentang tata cara berUnjuk-rasa yang
aman sesuai Hukum di Negara Indonesia.
Implikasinya agar kiranya tidak merusak fasilitas umum atau merugikan
banyak pihak supaya tercipta iklim berunjuk-rasa yang kondusif dan aman, sehingga
semua pihak akan merasa tenteram dengan keberadaan polisi sebagai pengayom
masyarakat dan sekaligus sebagai penegak hukum.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Unjuk rasa di Indonesia sudah menjadi konsumsi publik sehari-hari hal ini
terlihat dilayar televisi maupun disurat kabar dimana demonstrasi dilakukan untuk
menolak kinerja pemerintah yang tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat
dan penguasa yang memiliki sikap amoral yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme.
Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan
sekumpulan orang dihadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk
menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan
suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik
oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umunya dilakukan oleh sekelompok
Mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah
Kegiatan Unjuk Rasa bagian dari Hak Asasi Manusia dan Hak konstitusional
itu bukannya tak terbatas. Deklarasi HAM PBB dan UUD 1945 pada intinya
menyatakan bahwa dalam menikmati hak dan kebebasan dasar, setiap orang tunduk
pada pembatasan, pembatasan mana harus ditentukan dengan hukum (determined by
law), semata untuk menghormati penikmatan hak dan kebebasn orang lain, untuk
2memenuhi moralitas yang adil, ketertiban umum dan kesejahteraan umum dalam
masyarakat yang demokratik.1
Sebagaimana di jelaskan dalam Al Qur’an surat An-nisa ayat 58,
Terjemahannya:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesunguhnya Allah memberikan pengajaran
yang baik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha
melihat”.2
Salah satu dalil dalam Al Qur’an tentang menjalankan amanah oleh seorang
pemimpin. Apabila pemimpin tersebut tidak menjalankan amanah maka
masyarakat/mahasiswa berhak untuk mengingatkan dengan salah satu caranya adalah
dengan berunjuk rasa.
Harus dipahami sepenuhnya bahwa Unjuk Rasa atau menyampaikan pendapat
dimuka umum pada hakekatnya adalah Manifestasi kebebasan berkumpul,
1 Manunggal K. Wardaya, http://kuliahmanunggal.wordpress.com/2011/02/28/aspek-hak-asasi-
manusia-dalam-penanganan-unjuk-rasa-oleh-satuan-polisi-pamong-praja-1/, (7-12-2011)
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya (Semarang: PT. Toha Putra, 1996),
h.69.
3berekspresi dan berpendapat. Unjuk rasa yang dapat berupa demonstarsi, pawai, rapat
umum, maupun mimbar bebas tak saja dijamin dalam konstitusi UUD 1945 beserta
segenap prinsip dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara hukum (oleh karenanya
terbilang sebagai Hak Konstitusional atau Constitutional rights) namun pula diakui
dan dijamin dalam instrument Hukum Hak Asasi Manusia Nasional maupun
Internasioal.sebagai Hak Konstitusioanal sekaligus Hak Asasi Manusia (HAM), maka
pada prinsipnya Negara dan segenap aparaturnya wajib untuk menghormati,
melindungi, memenuhi dan memajukannya.3
Mahasiswa diidentikkan sebagai kelompok penekan atau perpanjangan tangan
dari rakyat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah atas kondisi masyarakat
yang jauh dari konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa
memandang siapa dan dari kalangan mana, perherakan demonstrasi yang dimotori
oleh aktivis Mahasiswa, LSM, Ormas, Organtaktis, khususnya mahasiswa yaitu
sebagai kaum intelektual, Agent of change atau berwawasan luas, dan Agent of
control yang bertanggung jawab mengontrol pemerintah, mengimbangi kebijakannya
atas nama rakyat yang berdaulat.
Peran polri sebagai kekuatan keamanan sepatutnya mendapat pekerjaan rumah
bagaimana mendesign format baru untuk menanggulangi, membendung,
menertibkan, dan mengamankan para massa demonstrasi yang tidak terkendali sesuai
dengan realitas yang sering terjadi bentrokan antara massa unjuk rasa dan polisi.
3 Manunggal K. Wardaya, http://kuliahmanunggal.wordpress.com -
4Untuk itu bagaimana peran polri sebagai pelaksana undang-undang baik secara
instiusi polri, pemerintah dan konstitusinya maupun secara agama menekan adanya
konsekuensi hukum terhadap persoalan demonstrasi dan unjuk rasa tersebut.
Dalam menangani unjuk rasa di lapangan setiap personil polisi diperbolehkan
untuk bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri tetapi harus berdasarkan demi
keamanan, ketertitban dan kepentingan umum. Untuk pihak kepolisian pelaksanaan
kewenangan polisi menangani unjuk rasa bersifat bijaksana, pihak polisi harus
konsekuen dengan UU No.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan
pendapat di muka umum. Bagi setiap personil anggota polisi diharapkan dalam
menangani unjuk rasa dapat terkontrol emosi sehingga citra polisi di mata masyarakat
tidak dipandang jelek.4
Dalam pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Negara RI., No. 28 Tahun 1997,
dikemukakan bahwa:
Kepolisian negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin tertib dan
tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan
keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan
dalam negeri dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak
asasi manusia.5
4Yunita Dwi Aryani, http://lib.unnes.ac.id/5800/ Pelaksanaan tugas kepolisian dalam
pelaksaan unjuk rasa diwilyah hukum, ( 29-11-2011)
5 Dihimpun Tim Perumus Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang RI. No. 28 Tahun 1997
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.
5.
5Di katakana dalam uu no.2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara RI. Dalam
pasal 13
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
 Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 Menegakkan hukum; dan
 Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.6
Paradigma baru kepolisian sebagai pelindung, pengayom masyarakat nyata
belum bias operasional dikarenakan tidak disertai dengan adanya pengembangan
manajemen kinerja yang menyertakan masyarakat. Sebagai akibatnya, orientasi
informasi masih bersifat ke dalam dari pada berfokus keluar berupa perbaikan proses
pelayanan. Singkatnya penguatan identitas baru kepolisian (paradigma baru) harus
berorientasi keluar yaitu sosial, kepada masyarakat, berupa pemeranan fungsi-fungsi
yang dikehendaki masyarakat terhadap kepolisian.7
Lembaga kepolisian untuk berbenah dan mulai mengembangkan
kemampuan yang jauh lebih memadai, terutama bagaimana memfasilitasi kebutuhan
masyarakat untuk menyatakan pendapat, keberatan atau pembangkangan pada
keputusan pemerintah. Polisi yang senantiasa dibekali oleh pengetahuan yang tegas,
6 Undang-undang dan peraturan pemerintah RI, tentang: undang-undang kepolisian(jakarta:
CV tamita utama) h.298.
7Dian Pungky Dkk, Inilah Buku HAM untuk AKPOL (Yogyakarta:Tim PUSHAM UII, 2009
cet. 1), h. 53.
6rinci dan tidak diskriminatif, dituntut untuk melindungi aspirasi masyarakat sekaligus
menyelamatkan politik Negara. Jika sedikit salah penanganan atau penerapan, maka
yang timbul adalah keberatan dari berbagai pihak. Terutama mereka yang selama ini
menjadi aktor utama penegakan HAM.8
Kegiatan Unjuk rasa banyak ditempuh oleh warga masyarakat untuk
menunjukkan aspirasi terkait dengan kebijakan pemerintah baik dalam level nasional
maupun daerah. Ada ekspektasi bahwa dengan unjuk rasa apa yang menjadi aspirasi
masyarakat akan dapat diketahui dan didengar yang pada gilirannya diharapkan
pemerintah agar mengubah kebijakannya.Melihat kondisi di lapangan pada saat
terjadi demonstrasi. Sebagai sebuah contoh, pada hari selasa, tanggal 6 Mei 2008
ratusan mahasiswa Makassar melakukan unjuk rasa untuk menolak rencana Kenaikan
harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah. Awalnya unjuk rasa yang
dimulai pada pukul 11.00 Wita, berjalan dengan damai, namun beberapa saat
kemudian unjuk rasa tersebut berlangsung ricuh serta beberapa mahasiswa, polisi,
dan wartawan menjadi korban. Sebuah mobil pengangkut Bahan Bakar Minyak
(BBM) disandera mahasiswa. Takut akan terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi, Aparat
keamaman yang bertugas terpaksa membubarkan mahasiswa dan lima orang
mahasiswa ditahan.9
8 Ibid, h. 60
9 M. Nur Abdurrahman, Demo BBM, Mahasiswa UIN Alauddin Makassar dan Polisi Bentrok
(detik news). http://Autos.com/indeks.php/readstory/2008/05/06/1/06781/1/search.html.  (20 jan 2013).
7Dalam salah satu hadis telah di jelaskan:
Abu hurairah ra. berkata, rasulullah bersabda, "Setiap ruas tulang tubuh
manusia wajib dikeluarkan shadaqqahnya setiap hari , ketika matahari terbit,
mendamaikan antara dua orang yang berselisih adalah shadaqqah , menolong
seseorang dengan membantunya menaiki kendaraan atau mengangkatkan barang ke
atas kendaraannya adalah shadaqah, kata-kata yang baik adalah shadaqqah, tiap-tiap
langkahmu untuk mengerjakan shalat adalah shadaqqah , dan membersihkan
rintangan dari jalan adalah shadaqqah (HR Bukhari dan Muslim)10
Maksud dari hadis tersubut adalah apabila aksi demonstrasi sudah dianggap sebagai
rintangan yang menghalangi aktifitas masyarakat umum, maka pihak kepolisian harus
segera membubarkannya.
Di samping itu, ada peraturan yang terkait dengan pengamanan demonstrasi
ini yaitu Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian
Massa (“Protap Dalmas”). Aturan yang lazim disebut Protap itu tidak mengenal ada
kondisi khusus yang bisa dijadikan dasar aparat polisi melakukan tindakan represif.
Dalam kondisi apapun, Protap justru menegaskan bahwa anggota satuan dalmas
dilarang bersikap arogan dan terpancing perilaku massa. Protap juga jelas-jelas
melarang anggota satuan dalmas melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai
dengan prosedur. Bahkan hal rinci, seperti mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan
seksual, atau memaki-maki pengunjukrasa pun dilarang.11
Dengan adanya protap ini seharusnya masyarakat merasa legah dalam
berekspresi menyampaikan pendapatnya di muka umum, namun jika di lihat yang
10 www. kitab sadokah.html.
11 www.@klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline
8terjadi di lapangan masih banyak pembubaran massa yang di lakukan pihak
kepolisian yang di anggap tidak sesuai dengan protab tersebut.
memang kadangkala diperlukan adanya upaya paksa. Namun, ditentukan
dalam Pasal 24 Perkapolri 9/2008 bahwa dalam menerapkan upaya paksa harus
dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, misalnya:
a. tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, misalnya mengejar pelaku,
membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau
memukul;
b. keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara
perorangan;
c. tidak patuh dan taat kepada perintah kepala satuan lapangan yang
bertanggung jawab sesuai tingkatannya;
d. tindakan aparat yang melampaui kewenangannya;
e. tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan,
melanggar HAM;
f. melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-
undangan.
9sehubungan dengan latar belakang di atas, maka sangat signifikan dan urgen
untuk mengetahui lebih jauh bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi unjuk
rasa, khususnya di kota Makassar.
B. Rumusan dan Batasan Masalah
Dalam analisa Latar belakang diatas, maka masalah yang dapat dipetahkan
menjadi pokok masalah dalam penelitian dan penulisan skripsi, adalah bagaimana
peranan polri dalam menangulangi massa yang menyampaikan pendapat di muka
umum. maka penulis merumuskan ke dalam sub-sub point masalah sebagai berikut:
1) Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi unjuk rasa ?
2) Bagaimana Peranan peraturan kapolri No. 16 tahun 2006 tentang pedoman
pengendalian massa ?
3) Apa kendala kepolisian dalam menanggulangi unjuk rasa ?
Dalam membahas persoalan yang terkait dengan tugas dan peranan kepolisian
maka tentunya membutuhkan postu analisa yang luas sehingga spesifikasi kajian
penelitian yang menguras energi intelektual, perlu di letakkan dalam ruang sempit
pembahasan dan terbatas pada titik persoalan terkait peranan kepolisian dalam
menanggulangi para unjuk rasa  sesuai prosedur administrasi dan legitimasi sesuai
peraturan yang berlaku.
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C. Defenisi Operasional dan Ruang lingkup Penelitian
Judul skripsi ini berjudul” PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI
MASSA YANG MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA    UMUM” (study
kasus di polres tabes Makassar)
Judul yang di angkat dalam skripsi ini terdapat istilah-istilah yang
memerlukan terjemahan atau pengertian dengan gambaran yang jelas, agar
menghindari penafsiran yang keliru terhadap makna dan maksud yang terkandung
dalam topik pembahasan skripsi ini, maka penulis menguraikan kata-kata atau
beberapa istilah yang terdapat dalam judul tersebut.
 Peranan : Berasal dari kata “peran” yang berarti sesuatu yang menjadi
bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya
sesuatu hal atau peristiwa).12
 POLRI : Polisi Republik Indonesia
 Kepolisian : Kata “kepolisian” berasal dari kata “polisi” yang berarti
badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban
umum, atau juga anggota dari badan pemerintahan yang menjaga
keamanan.13
12W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Cet. VII; Jakarta: Balai Pustaka,
1984), h. 735
13 Ibid., h. 763
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 Menanggulangi/tanggulangi: menahan serangan, kesukaran, dan
sebagainya.14
 Massa merupakan suatu kumpulan orang banyak, berjumlah ratusan atau
ribuan, yang berkumpul dan mengadakan hubungan untuk sementara
waktu, karena minat dan kepentingan sementara pula.(lihGerungan
1900)15
 Polres tabes : polisi resort kota besar, yang memiliki areal kerja di
Ibukota provinsi.
Pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bagaimana
Peranan Kepolisian dalam mananggulani Unjuk Rasa,berdasarkan uu dan
peraturan kapolri.
D. Kajian Pustaka
Skripsi ini mengkaji tentang peranan kepolisian dalam menanggulangi unjuk
rasa dalam perspektif  HAM dan UU serta peraturan Kapolri, mangkaji dan
membahas tentang masalah ini khusunya untuk wilayah Makassar. Pada dasarnya
masalah peran kepolisian mengawal keamanan dan menata sosial kemasyarakatan
telah banyak dibukukan namun yang terkait langsung dengan peranannya dalam
menertibkan aksi demonstrasi.
14Desy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru (Cet. I;Surabaya:Amelia, 2003),
h. 480
15 http://yulia-putri.blogspot.com/20010/10/pengertian-massa.html
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Adapun buku-buku yang berkaitan dengan masalah eksistensi kepolisian dan
unjuk rasa adalah:
1. Shajipto raharjo dalam bukunya Membangun polisi sipil karangan yang
menulas bagaimana Hukum menyediakan banyak peluang agar polisii dapat
menjadi pahlawan bagi bangsa dengan bertindak progresif membuar pilihan-
pilihan tepat pekerjaannya.
2. Dian Pungky Dkk. Dalam bukunya Inilah Buku HAM untuk AKPOL. Dalam
buku tersebut telah mencoba melihat bagaimana dilema dan kelemahan
penegakan HAM oleh polisi ini. Buku ini ada banyak ilustrasi komik yang
mendukung; ini bukan buku yang bicara soal HAM dari teori ke teori, karena
buku ini lebih banyak melihat kenyataan tentang penegakan Hak
menyampaikan aspirasi didepan umum seperti sekarang agak menjadi dilema.
Karena yang dihadapi kini adalah masyarakat yang lebih berani, lebih kritis, dan
media yang siap meyiarkan apapun ulah mereka.
3. Sadjijono dalam bukunya Hukum Kepolisian (Polri dan good governance)
dalam buku ini memaknai bahwa polisi adalah sebagai organ yaitu suatu
lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan Kepolisian sebagai
organ dan fungsi. Sebagai organ, yaitu suatu lembaga pemerintah yang
terorganisasi dan berstruktur dalam ketatanegaran yang oleh Undang-undang
diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab. Semua itu dalam rangka
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memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarat, yang pada
giliranya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri.
4. liliana tedjosaputri dalam bukunya Etika profesi dan dan profesi hukum
membahas tentang Menyentil polisi yang berprofesi, menjaga keamanan,
ketertiban dan perlundungan terhadap HAM serta menjaga kode etik kepolisian.
5. A.prasetyantoko, dkk gerakan mahasiswa dan demokrasi di Indonesia,
membahas tentang peranan mahasiswa pada saman reformasi 1998.
6. Dr.ni’matul huda, hukum tata Negara Indonesia membahas tentang asas
kedaulatan rakyat dan demokrasi.
7. Undang-undang dan peraturan pemerintah RI, tentang Kepolisian Negara RI.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Defenisi Unjuk Rasa Dan Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat
1. Defenisi Unjuk Rasa
Mungkin bagi kawan-kawan mahasiswa yang sering atau pernah turun ke
jalan, mereka yang menyandang megafon dipundak dan dengan heroik meneriakkan
seruan-seruan ketertindasan, perjuangan, bahkan hujatan, sudah tidak asing dengan
dua larik syair lagu di atas. Totalitas perjuangan. Sebuah manifestasi seni dari luapan
semangat mahasiswa Indonesia sebagai salah satu elemen masyarakat yang diberi hak
untuk menyuarakan aspirasinya, tak lain dan tak bukan adalah sebagai salah satu pilar
penyangga demokrasi layaknya media massa.16
Nurcholis Madjid atau yang lebih kita kenal sebagai Cak Nur selalu berbicara
mengenai pentingnya membuat sebuah skema untuk menarik konsep nilai demokrasi
yang abstrak menjadi lebih aplikatif untuk mempermudah dijabarkan serta diterapkan
dalam kehidupan sosial-politik Indonesia. Menurutnya, ada 7 Prinsip Demokrasi yang
sebenarnya layak dipikirkan untuk ditarik menjadi sebuah konsep yang lebih aplikatif
dan bisa dijadikan sebagai tegaknya demokratisasi di Indonesia. Dua dari ketujuh
16 Muhari, Norma-norma yang Menjadi Pandangan Hidup Demokratis (Surakarta :
Powerpoint Project, 2006). http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi/. (8 mei 2013).
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prinsip tersebut adalah prinsip kebebasan nurani dan prinsip perlunya pendidikan
demokrasi.17
Menurut Cak Nur, prinsip pertama ingin meneguhkan egalitarianisme dan
kesantunan politik yang pada intinya bahwa demokrasi menolak masyarakat yang
terkotak-kotak dan saling mencurigai satu dengan yang lainnya. Sedangkan prinsip
kedua menekankan bahwa prinsip ini memegang peran yang sangat penting. Apalagi
dalam konteks kebangsaan kita sekarang yang sedang aktif-aktifnya belajar
demokrasi. Menurutnya, demokrasi juga merupakan proses trial and error, proses
coba salah dalam demokrasi merupakan hal yang sangat wajar apalagi jika suatu
negara sedang berada dalam proses transisi demokrasi tersebut. Cak Nur juga
menambahkan bahwa dalam konteks ini perlunya mengedapkan konsistensi dan
kesabaran dalam menjalani demokratisasi, termasuk di dalamnya demonstrasi.18
Demonstrasi, terutama akhir-akhir ini tampaknya menjadi opsi yang dianggap
paling tepat dalam menyampaikan aspirasi dan kritik oleh sebagian rakyat Indonesia,
khusunya para aktivis pergerakan Mahasiswa dalam menanggapi kebijakan-kebijakan
pemerintah yang menurutnya merugikan rakyat. Mungkin mereka merasa belum
cukup dengan suara yang telah dititipkan pada wakilnya di Senayan. Sehingga
demonstrasi itu mejadi alternatif terakhir dan terbaik yang mesti ditempuh.
17 Nurcholish Madjid, Demokrasi Ala Nurcholish Madjid. http://arizka-
giddens.blogspot.com/2008/09/demokrasi-ala-nurcholish-madjid.html/ (5 mei 2013).
18 Ibid.,
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Dalam era reformasi yang demokratis ini, tentu hal itu bukanlah sesuatu yang
salah, karena memang itu adalah sebuah konsekuensi atas pilihan kita terhadap sistem
demokrasi yang telah disepakati, dimana setiap orang berhak berpendapat dan
mengkritisi yang memang dijamin oleh konstitusi kita. Tetapi kebebasan dalam
berpendapat dan mengkritisi itu bukanlah berarti dengan sekehendaknya menghujat
orang lain tanpa batas-batas kesopanan dan kepatutan, yang justru melanggar hak
orang lain yaitu hak untuk dihormati dan dihargai. Bukan pula demokrasi itu
bermakna bahwa setiap orang bisa turun kejalan berdemontrasi sambil melakukan
aksi anarkis dengan merusak fasilitas-fasilitas umum sembari menuntut perubahan
secara instan.
Demonstrasi dalam penyampaian aspirasi maupun kritik merupakan sesuatu
yang sah di era yang demokratis ini dan sangat dibutuhkan sebagi sarana kontrol
terhadap para pengambil kebijakan, agar kebijakan-kebijakan itu betul-betul berpihak
pada rakyat. Sejatinya demonstrasi itu adalah ekspresi dari sebuah kebebasan yang
apabila memang benar mempunyai tujuan yang baik, yaitu murni memperjuang hak
rakyat, menuntut keadilan dan membela kebenaran, maka harus pula disampaikan
dengan cara yang baik, elegan, sopan dan santun. Kebebasan berekspresi itu harus
berlandaskan pada budaya bangsa yang beretika luhur dan disandingkan pula pada
peraturan hukum yang berlaku. Jangan sampai dalam melakukan aksi tersebut
mempunyai agenda-agenda lain yang terselubung yang justru merusak tatanan
demokrasi dan menggugurkan tujuan awal yang mulia itu. Jangan pula melakukan
tindakan-tindakan yang bertentangan dengan budaya bangsa, apalagi menghina
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kepala negara sebagai simbol negara yang seharusnya dibanggakan yang dipilih
secara demokratis, seperti yang kerap terjadi dalam setiap aksi unjuk rasa. Karena
sesungguhnya tak seorangpun suci dari salah dan dosa sesuai kodrat kemanusiaannya.
Untuk mengetahui lebih terperinci persoalan demonstrasi, demonstrasi
memiliki banyak definisi dan pengertian yang berbeda-beda jika ditilik dari sudut
pandang yang berbeda. Demonstrasi dapat diartikan sebagai suatu aksi peragaan yang
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menunjukkan cara kerja, cara
pembuatan, maupun cara pakai suatu alat, material, atau obat jika ditilik dari sudut
pandang perdagangan maupun sains.
Akan tetapi, defenisi demonstrasi dalam konteksnya sebagai salah satu jalur
yang ditempuh untuk menyuarakan pendapat, dukungan, maupun kritikan, yaitu suatu
tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, saran, ketidakberpihakan,dan
ketidaksetujuan melalui berbagai cara dan media dengan aturan-aturan yang telah
ditetapkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sebagai akumulasi suara bersama
tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun golongan yang menyesatkan
dalam rangka mewujudkan demokrasi yang bermuara pada keadaulatan dan keadilan.
Menurut UU Nomor 9 Tahun 1998, pengertian demonstrasi atau unjuk rasa
adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih, untuk mengeluarkan pikiran
dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum.19 Namun,
dalam perkembangannya sekarang, demonstrasi kadang diartikan sempit sebagai
19 Undang-Undang Nonor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di
Muka Umum, Cet. Ke-V dalam Undang-Undang HAM (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing,
2010), h. 111.
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long-march, berteriak-teriak, membakar ban, dan aksi teatrikal. Persepsi masyarakat
pun menjadi semakin buruk terhadap demonstrasi karena tindakan pelaku-pelakunya
yang meresahkan dan mengabaikan makna sebenarnya dari demonstrasi.
Pengertian Unjuk rasa atau demonstrasi (“demo”) adalah sebuah gerakan
protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya
dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan
yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya
penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya
dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau
para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga
dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya.20
Demonstrasi itu berasal adalah bahasa inggris, maka kita lihat definisi dari
Longman Dictionary :
1. aktivitas oleh sekelompok orang yang bertemu untuk bersama-sama
memprotes atau mendukung sesuatu di tempat umum.
2. aktivitas untuk menjelaskan dan menunjukkan cara melakukan sesuatu atau
menunjukkan bagaimana sesuatu itu bekerja.21
Dari definisi diatas tampak bahwa demonstrasi memiliki makna ganda yaitu :
untuk :
20 M. Mursyid PW Unjuk Rasa: Tinjauan dari Sudut Pandang Edukasi dalam Media Peduli
Pendidikan. http://mmursyidpw.wordpress.com. (8 mei 2013)
21 Ibid.,
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1) menunjukkan kemampuan
2) mendukung/menentang usulan di tempat umum, baik kepada pemerintah
ataupun kepada selain pemerintah.
Demonstrasi baik itu untuk menentang ataupun mendukung-pun banyak
bentuknya, baik berupa aktivitas orasi di jalan ataupun dalam bentuk pawai (marchs),
rally (berkumpul mendengarkan orasi), picketing yakin duduk dan diam saja dengan
membawa spanduk, dan sebagainya. Ada pendapat yang membedakan istilah
demonstrasi (mudhoharoh) dengan pawai (masirah), namun yang benar adalah bahwa
pawai (masirah) merupakan salah satu bentuk dari demonstrasi (mudhoharoh).22
Karenanya itu sungguh tergesa gesa sekali bila demonstrasi langsung
dikonotasikan aktivitas untuk menentang pemerintah saja, apalagi kemudian
menyamakannya dengan aktivitas yang memberontak penguasa yang, karena
demonstrasi itu sendiri banyak sekali tujuannya bahkan termasuk untuk
mendukung/mendorong pemerintah menetapkan undang undang anti pornografi,
mendukung MUI untuk memasukan sekulerisme liberalisme sebagai ajaran sesat dan
lain sebagainya.
2. Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat
Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi
manusia dijamin oleh UUD 1945 dan deklarasi universal hak-hak asasi manusia.
Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dimuka umum
22 Dnux, Penjelasan dan Hukum Syara terkait Demonstrasi /Unjuk Rasa dalam Something
inside my minds. http://dnuxminds.wordpress.com/penjelasan-dan-hukum-syara-terkait-demonstrasi-
unjuk-rasa. (8 april 2013)
20
merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa
dan bernegara. Dalam membangun sebuah negara demokrasi yang menyelenggarakan
keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia, diperlukan adanya susunan yang
aman, tertib dan damai. Hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan
secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Negara indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum serta sebuah negara
yang berdasarkan demokrasi pancasila.23 Bahwa Undang-undang memberikan
perlindungan kepada setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapat
sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal 28 UUD NRI 1945, yang bunyi
rumusannya adalah
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”.
Namun dengan adanya ketentuan tersebut menimbulkan asumsi atau persepsi
masyarakat yang lebih luas, sehingga pada zaman reformasi akhir-akhir ini terjadinya
Unjuk Rasa dimana-mana di seluruh Nusantara, bahkan dalam melakukan aksinya
pun tanpa mengontrol diri, yang akhirnya menuju pada anarki yakni penjarahan,
pembakaran, pembunuhan dan pemerkosaan yang akibatnya di rasakan oleh
masyarakat itu sendiri.
23 Mustafa Kamal pasha dan kawan-kawan, Pancasila dalam tinjauan Historis dan filosofis
Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2003, hlm. 108.
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Tahun 1998 hingga 2000-an awal, kata demontrasi seperti tak pernah pergi
menghiasi media cetak maupun elektronik. Sebab di tahun-tahun ini, aksi Unjuk Rasa
atau demontrasi seperti tengah menjadi trend. Terlebih dikalangan mahasiswa.24
Bermula dari ketidakstabilnya perekonomian Indonesia tahun 1997, yang merupakan
dampak dari krisis ekonomi di kawasan asia pasifik. Akibatnya, harga sembilan
bahan pokok terus melambung. Rupiah pada masa itu sempat betengger dikisaran
Rp.17000 per $.1 amerika4. Krisis tersebut banyak menimbulkan kerugiaan besar di
perusahaan-perusahan nasional. Bahkan banyak di antara mereka yang gulung tikar.
Buntutnya, jumlah pengangguran semakin meningkat, yang berasal dari karyawan-
karyawan yang bekerja sebelumnya. Kondisi demikian, menyulut berbagai aksi protes
masyarakat, yang dimotori oleh mahasiswa. Mereka menuntut pemerintah segera
mengatasi krisis itu. Tapi pada saat itu, pemerintah Orde Baru sangat represif
terhadap aksi-aksi massa. Bahkan pada masa sebelumnya, para aktivis yang
menggelar aksi Unjuk Rasa, kerap diidentikan dengan gerakan pengacau keamanan
(GPK). Banyak para aktivis mengalami penganiayaan bahkan penculikan dan
pemenjaraan dengan dalih menjaga stabilitas nasional.
Finalnya, sebagai puncak dari kegeraman mahasiswa terjadi pada 12 mei
1998, setelah empat mahasiswa Trisakti tewas tertembak peluru aparat saat
berdemonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatan presidennya.25 Seiring dengan
24 Kunarto, Merenungi Kiprah Polri menghadapi Gelora Anarkhi 2, Cipta Manunggal,
Jakarta, 1999, hlm. 113.
25 Ibid.
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itu bermacam kerusuhan, penjarahan dan pembakaran merebak di berbagai tempat.
Hal ini juga menimbulkan banyak korban jiwa serta kerugian materi yang tak
terhitung jumlahnya. Etnis Tionghoa adalah yang banyak menjadi korban dari
peristiwa itu.
Selanjutnya demonstrasi mahasiswa dalam rangka menolak kenaikan harga
bahan bakar minyak (BBM) juga telah menyeret kaum intelektual kita ke arah
anarkisme. Tidak hanya di ibukota tindakan anarkis ini terjadi, tapi merembet juga
hingga ke Indonesia Timur, khususnya Makassar. Mengapa anarki menjadi pilihan,
Karena tindakan anarki lebih gampang untuk menarik perhatian. Lihat saja, betapa
televisi beramai-ramai meliputi aksi bakar-bakaran mahasiswa dan tindakan lempar
batu antara mahasiswa dan aparat. Tidak hanya dalam selintas berita, bahkan
dijadikan laporan investigasi. Atas nama memperjuangan rakyat, para kaum anarki ini
sering kali lupa bahwa tindakan anarki mereka malah sebaliknya menyengsarakan
rakyat.
Dalam mengamankan Unjuk Rasa dari tindakan yang melanggar hukum
tersebut, upaya Polri dan masyarakat di tanah air sangatlah penting demi ketentraman
Bangsa dan Negara Indonesia. Dengan dikeluarkannya UU No. 9 Tahun 1998 tanggal
16 Oktober 1998 tentang “Kemerdekan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum”,
maka Polri diharapkan mampu menangani semaraknya Unjuk Rasa atau demonstrasi
dewasa ini.
Efektivitas berlakunya Undang-undang ini sangat tergantung pada seluruh
jajaran penegak umum dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung dengan
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para pengunjuk Rasa atau demonstrasi tersebut yakni Polri serta para penegak hukum
yang lainnya. Di sisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran
hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewajiban hukum dan
khususnya terhadap UU No. 9 Tahun 1998. Untuk itu, maka peran serta Polri
bersama masyarakat sangat penting dalam menangani Unjuk Rasa atau demonstrasi,
demi menjamin ketentraman dan keamanan untuk seluruh rakyat Republik Indonesia.
3. Tata Cara Penyampaian Pendapat Dimuka Umum
a. Tata cara Penyampaian pendapat dimuka umum
Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bagian dari
Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Konstitusi Indonesia. Hak ini dapat
dilaksanakan dalam berbagai bentuk, yaitu :
1) Unjuk rasa atau Demonstrasi;
2) Pawai;
3) Rapat Umum;dan atau
4) Mimbar bebas
Pelaksanaan bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum tersebut
dapat dilakukan di temapat-tempat terbuka untuk umum, namun ada beberapa tempat
yang dikecualikan dan waktu-waktu yang dilarang dalam menyampaikan pendapat di
muka umum berdasarkan Pasal 9 (2) UU No 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan
menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu :
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1. Di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah. instalasi militer, rumah
sakit,pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat,
dan obyek-obyek vital nasional;
2. Pada hari besar nasional.
Yang dimaksud dengan hari-hari besar nasional adalah:
a. Tahun Baru;
b. Hari Raya Nyepi;
c. Hari Wafat Isa Almasih;
d. Isra Mi.raj;
e. Kenaikan Isa Almasih;
f. Hari Raya Waisak;
g. Hari Raya Idul Fitri;
h. Hari Raya Idul Adha;
i. Hari Maulid Nabi;
j. 1 Muharam;
k. Hari Natal;
l. Agustus.
Sebelum melaksanakan demonstrasi/pawai/rapat umum, maupun mimbar
bebas terlebih dahulu wajib memberitahukan secara tertulis. Pemberitahuan tersebut
disampaikan kepada Polri. Di mana Polri yang dimaksud adalah satuan Polri terdepan
dimana kegiatan penyampaian pendapat akan dilakukan apabila kegiatan
dilaksanakan pada :
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a. 1 (satu) kecamatan pemberitahuan ditujukan kepada Polsek setempat;
b. 2 (dua) kecamatan atau lebih dalam lingkungan kabupaten/kotamadya.
pemberitahuan ditujukan kepada Polres setempat;
c. 2 (dua) kabupaten/kotamadya atau lebih dalam 1 (satu)propinsi,
pemberitahuan ditujukan kepada Polda setempat;
d. 2 (dua) propinsi atau lebih, pernberitahuan ditujukan kepada Markas Besar
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pemberitahuan secara tertulis ini disampaikan oleh yang bersangkutan,
pemimpin, atau penanggungjawab kelompok selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali
dua puluh empat ) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.
Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud di atas memuat :
a. maksud dan tujuan;
b. tempat, lokasi, dan rute;
c. waktu dan lama;
d. bentuk;
e. penanggung jawab;
f. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
g. alat peraga yang dipergunakan; dan atau
h. jumlah peserta.
Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau
demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang
penanggungjawab. Penanggung jawab adalah orang yang memimpin dan atau
26
menyelenggarakan pelaksanaan penyampaian pendapat yang bertanggung jawab agar
pelaksanaannya berlangsung dengan aman, tertib, dan damai.
Peserta demonstrasi, pawai, mimbar bebas, atau rapat umum dilarang
membawa membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.
Berdasarkan pasal 16 UU No 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan
pendapat di muka umum “pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di
muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi
hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Dalam kemerdekaan terkandung dua makna yaitu kebebasan dan tanggung
jawab. Karena itu kita harus menyeimbangkan antara kebebasan dan tanggung jawab.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengemukakan pendapat secara
bebas dan bertanggung jawab, yaitu :
a) Pendapatnya harus disertai argumentasi yang kuat dan masuk akal, sehingga
tidak sembarang pendapat.
b) Pendapat hendaknya mewakili kepentingan orang banyak, sehingga memberi
manfaat bagi kehidupan bersama.
c) Pendapatnya dikemukakan dalam kerangka peraturan yang berlaku, sehingga
tidak melanggar hukum.
d) Orang yang berpendapat sepatutnya terbuka terhadap tanggapan, sehingga
tercipta komunikasi sosial yang baik.
e) Penyampaian pendapat hendaknya dilandasi oleh keinginan untuk
mengembangkan nilai-nilai keadilan, demokrasi dan kesejahteraan.
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b. Hak dan kewajiban dalam menyampaikan pendapat di muka umum
Setiap pendapat harus disampaikan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu
melalui saluran yang resmi atau konstitusional. Dalam pasal1(1) Undang No.9 Tahun
1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dijelaskan
bahwa “kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk
menyampaikan pikiran dengan lisan tulisan dan sebagainya secara bebas dan
bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.”
Untuk menjamin kebebasan menyampaikan pendapat, agar dilaksanakan
dengan bertanggungjawab. Maka dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1998 Tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum diatur mengenai hak dan
kewajiban yang harus dipenuhi bagi setiap masyarakat yang ingin menyampaikan
pendapatnya dan bagi pemerintah agar dapat memberikan perlindungan hukum
kepada setiap masyarakat, agar terjaminnya hak menyampaikan pendapat.
Pasal 5 UU No.9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di
Muka Umum dinyatakan bahwa setiap “Warga negara yang menyampaikan pendapat
di muka umum berhak untuk :
a) mengeluarkan pikiran secara bebas;
Yang dimaksud dengan “mengeluarkan pikiran secara bebas” adalah
mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari
tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang No 9 Tahun 1998, dimana tujuan
pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah :
1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu
pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945;
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan
dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan
kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab
dalam kehidupan berdemokrasi;
4. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bemegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau
kelompok.
b) memperoleh perlindungan hukum.”
Yang dimaksud dengan “memperoleh perlindungan hukum” termasuk di
dalamnya jaminan keamanan. Polri bertanggungjawab memberikan perlindungan
keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum
termasuk pengamanan tempat, lokasi. dan rute.
Kewajiban yang harus diperhatikan bagi setiap warga Negara Indonesia dalam
menyampaikan pendapatnya telah di atur dalam Pasal 6 UU No.9 Tahun 1998
Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum bahwa “warga
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negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk :
a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.”
Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain yang dimaksud adalah ikut
memelihara dan menjaga hak dan kebebasan orang lain untuk hidup aman, tertib, dan
damai. Yang dimaksud dengan "menghormati aturan-aturan moral yang diakui
umum” adalah mengindahkan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam
kehidupan masyarakat. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum
yang dimaksud adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya bahaya bagi
ketenteraman dan keselamatan umum, baik yang menyangkut orang, barang maupun
kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “menjaga keutuhan persatuan dan
kesatuan bangsa" adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya permusuhan,
kebencian atau penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan dalam
masyarakat.
B. Asas-Asas Unjuk Rasa Dan Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat
Mengeluarkan pikiran secara bebas adalah mengeluarkan pendapat,
pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau
pembatasan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan
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menyampaikan pendapat di muka umum (Penjelasan Pasal 5 UU No. 9 Tahun
1998).26
Warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak untuk
mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum (Pasal 5
UU No. 9 Tahun 1998). Dengan demikian, orang bebas mengeluarkan pendapat tetapi
juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak
menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar-anggota masyarakat.
Pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan
bertanggung jawab dapat dilihat dalam tujuan pengaturan tentang kemerdekaan
mengemukakan pendapat di muka umum sebagai berikut (Pasal 4 UU No. 9 Tahun
1998), yaitu :
1. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab
dimaksudkan untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai
salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD
1945;
2. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab
dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan
berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab
dimaksudkan untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya
26 Republik Indonesia, Undang-Undang Nonor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, op, cit., h. 119.
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partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan
tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
4. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab
dimaksudkan untuk menempatkan tanggung jawab sosial kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan
perorangan atau kelompok.
Dalam menggunakan hak kebebasan mengemukakan pendapat, kita harus
memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya bahwa segala ide,
pikiran atau pendapat kita, dapat dikemukakan secara bebas tanpa tekanan dari siapa
pun. Bertanggung jawab maksudnya bahwa ide, pikiran atau pendapat kita tersebut
mesti dilandasi akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku.
Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum
dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang antara lain
menetapkan sebagai beruikut :
1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan
pengembangan kepribadian secara bebas dan penuh.
2. Dalam pelaksanaan hak kebebasan, setiap orang harus tunduk semata-mata
pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk
menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang
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lain, untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban serta
kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
3. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan
dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan
Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 terdapat lima asas yang merupakan
landasan kebebasan bertanggung jawab dan bertindak untuk menyampaikan
pendapat di muka umum. Kelima asas tersebut, yaitu :
1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
2. Asas musyawarah dan mufakat
3. Asas kepastian hukum dan keadilan
4. Asas proporsionalitas
5. Asas mufakat
Yang dimaksud atas proporsionalitas adalah asas yang meletakkan segala
kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan
oleh warga negara, institusi maupun aparatur pemerintah yang dilandasi oleh etika
individual, etika sosial dan etika institual.
Dengan landasan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di
muka umum tersebut, maka dalam pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan
berikut, yakni :
1. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi
manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
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2. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan
dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
3. mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan
kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab
dalam kehidupan berdemokrasi.
4. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau
kelompok.
C. Peranan Polri dalam Mengawal Unjuk Rasa
Dalam hal penanganan terhadap aksi Unjuk Rasa, Polri sudah mengeluarkan
prosedur tetap didalam penanganan unjukrasa yang bersifat anarki yaitu Prosedur
tetap direktur samapta babinkam Polri No Pol:PROTAP/01/V/2004 tanggal 2 Mei
2004 tentang tindakan tegas terukur terhadap perbuatan anarki yang berisi tentang
bagaimana melakukan tindakantindakan terhadap para pengunjuk Rasa yang telah
anarki dan ditambah peraturan Kapolri No.Pol :16 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengendalian Massa. Atas dasar itulah maka setiap anggota Polri harus memiliki
pemahaman serta menghargai keterbatasan kewenangannnya – terutama yang
berhubungan dengan mengatasi perlawanan dari orang-orang yang mereka jumpai
dalam pekerjaan. Nilai dan rasa hormat pada kehidupan dan martabat manusia adalah
dasar tugas polisi dalam masyarakat sehingga penerapan tindakan yang dilakukan
harus sesuai dengan penerapan secara etis.
Penggunaan kekuatan selama pemolisian yang terdiri dari tiga prinsip, yaitu:
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1. Legalitas Semua kegiatan kepolisian harus legal dan menurut hukum yang
berlaku.
2. Keharusan Anggota kepolisian akan bertindak hanya jika ada kebutuhan
untuk bertindak.
3. Proporsionalitas Ini berarti bahwa semua pelanggaran terhadap Hak Asasi
Manusia harus proporsional dengan sifat dan keseriusan yang
ditimbulkan. Oleh karena itu harus ada keseimbangan antara Hak Asasi
Manusia perorangan dan seberapa beratnya pelanggaran.
Polri sebagai penegak hukum yang dalam bertindaknya dapat melanggar hak
asasi manusia termasuk didalam penanganan pengunjukrasa yang bersifat anarki tapi
karena polri juga diamanatkan oleh undang-undang untuk menegakan aturan yang
berlaku sehingga hukum dapat ditegakan dengan benar.Tindakan yang diambil dalam
menangani para pengunjukrasa anarki Polri sudah dibatasi dengan aturan yang jelas
yaitu Prinsip-prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api, KUHP, prosedur tetap
dan prinsip-prinsip legalitas, keharusan dan proposionlitas sehingga tidak ada
keraguan lagi dalam bertindak terhadap para pengUnjuk Rasa yang bersifat anarki
dan tidak ada rasa ketakutan didalam melanggar HAM.
D. Pengertian Kepolisian
Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan
hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia
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sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas
sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari keterangan-keterangan dari berbagai
sumber dan keterangan saksi. Oleh karena itu di Indonesia dikenal pula Polisi
Pamong Praja, satuan dikomandoi seorang Mantri Polisi Pamong Praja (MPPP)
setingkat di bawah Camat (Asisten Wedana dulu). MPPP dulu bertanggung-jawab
kepada Wedana. Polisi dikenal pula dengan istilah Polis Diraja di Malaysia dan
Brunei. Istilah polisi berasal dari bahasa Belanda politie yang mengambil dari bahasa
Latin politia berasal dari kata Yunani politeia yang berarti warga kota atau
pemerintahan kota.27
E. Peranan kepolisian dalam menanggulangi Unjuk Rasa
1. Dinamika Kepolisian
Kemandirian polisi diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999
sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif
sebagai tahapan untuk mewujudkan polri sebagai abdi Negara yang professional dan
dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah
masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil, dan sejahtera. Kemandirian
polri dimaksudkan bukanlah untuk menjadi institusi yang tertutup dan berjalan serta
bekerja sendiri namun tetap dalam kerangka ketatanegaraan dan pemerintahan Negara
kesatuan republik Indonesia. Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta
27 http://sodikin3.wordpress.com/2010/11/09/polisi/ (1 april 2013)
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penggunaan kekuatan polisi dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung
pelaksanaan tugas dan tanggungjawab polri sebagai pengembang fungsi keamanan
dalam negeri. Tugas dan tanggungjawab tersebut adalah memberikan rasa aman
kepada Negara, masyarakat, harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam.
Upaya melaksanakan kemandirian polri dengan mengadakan perubahan-perubahan
melalui tiga aspek:
1. Aspek struktural: mencakup perubahan kelembagaan kepolisian dalam
ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan.
2. Aspek instrumental: mencakup filosofi (visi dan Misi), Doktrin,
kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek.
3. Aspek kultural adalah muara dari perubahan aspek struktural dan
instrumental, karena semua harus terwujud dalam bentuk kualitas
pelayanan polri kepada masyarakat, perubahan meliputi perubahan
manajerial, sistem rekrutment, sistem pendidikan, sistem material fasilitas
dan jasa, sistem anggaran, system operasional.28
Berkenaan dengan uraian tugas tersebut, maka polri akan terus melakukan
perubahan dan penataan baik dibidang pembinaan maupun operasional serta
pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya reformasi.
28 Badiah, peranan polri dalam meningkatka disiplin berlalulintas menurut  uu no.22 tahun
2009 di wilayah hukum polsek Kodeoha. Jurusan hukum pidana dan ketata negaran fakultas hukum uin
alauddin Makassar.2010. hal. 14.15
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2. Sejarah Polri
Lahir, tumbuh dan berkembangnya polri tidak lepas dari sejarah perjuangan
Kemerdekaan Republik Indonesia sejak proklamasi. Polri telah dihadapkan pada
tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban
masyarakat dimasa perang, polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan
penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata yang
lain. Kondisi seperti ini dilakukan oleh polri karena polri lahir sebagai satu-satunya
satuan bersenjata yang relatif lebih lengkap. Hanya empat hari setelah kemerdekaan,
tepatnya tanggal 21 Agustus 1945, secara tegas pasukan polisi republik Indonesia
dipimpin oleh Inspektur kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad jassin Surabaya,
langkah awal yang dilakukan  selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata
terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan
patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi
dan kekalahan perang yang panjang. Tanggal 29 September 1945 tentara sekutu yang
di dalamnya juga terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan dalih
ingin melucuti tentara Jepang. Pada kenyataannya pasukan sekutu tersebut justru
ingin membantu Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu perang
antara sekutu dengan pasukan Indonesiapun terjadi dimana-mana. Klimaksnya terjadi
pada tanggal 10 Nopember 1945, yang dikenal sebagai “Pertempuran Surabaya”.
Tanggal itu kemudian dijadikan sebagai hari Pahlawan secara Nasional yang
diperingati oleh bangsa Indonesia pertempuran 10 Nopember 1945. Surabaya menjadi
sangat penting dalam sejarah Indonesia, bukan hanya ribuan rakyat Indonesia gugur,
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tetapi lebih dari itu karena semangat heroiknya mampu menggetarkan dunia dan PBB
akan eksistensi bangsa dan Negara Indonesia dimata dunia. Andil pasukan polisi
dalam mengorbankan semangat perlawanan rakyat ketika itupun sangat besar dalam
menciptakan keamanan dan ketertiban dalam negeri, Polri juga sudah banyak
disibukkan oleh operasi militer, penumpasan pemberontakan dari DI dan TII, PRRI,
PKI, RMS, GAM dan G 30 S/PKI serta berbagai penumpasan GPK. Dalam
perkembangan paling akhir dalam kepolisian yang semakin moderen dan global ,
polisi bukan hanya mengurusi keamanan dan ketertiban dalam negeri, akan tetapi
juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban  regional maupun
Internasional, sebagaimana kebijakan yang ditempuh oleh PBB yang telah meminta
pasukan-pasukan polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam berbagai operasi
kepolisian misalnya di Namibia (Afrika Selatan) dan di Kamboja (Asia).29
Pergeseran paradigma pengabdian kepolisian yang sebelumnya cenderung
digunakan sebagai alat penguasa kearah mengabdi bagi kepentingan masyarakat telah
membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar. Salah satu perubahan itu
adalah perumusan kembali perannya sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
yang menetapkan Polri sebagai pemelihara Kamtibmas, Penegak hukum, serta
pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
Arah kebijakan strategi polri yang mendahulukan tampilan selaku pelindung,
pengayom dan pelayan masyarakat dimaksud bahwa, dalam setiap kiprah pengabdian
anggota kepolisian baik sebagai pemelihara Kamtimas maupun sebagai penegak
29Dikutip dari www.bukukita.com diakses pada tanggal 23 pebruari 2013
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hukum haruslah dijiwai oleh tampilan perilakunya sebagai pelindung, pengayom dan
pelayan masyarakat, sejalan dengan paradigma barunya yang mengabdi bagi
kepentingan masyarakat.
3. Tugas Polisi
Tugas seorang polisi sangat luas sulit dan beresiko tinggi apalagi soal
keamanan, tidak hanya soal melanggar lalu lintas, pencuri. Pekerjaan polisi berkait
dengan bagaimana masyarakat merasa aman, terlindungi, dan mendapatkan
pelayanan yang memadai. Selanjutnya seorang polisi diharuskan memiliki sikap jujur
dan disiplin. Dua sikap ini yang akan menyumbang besar bagi ketaatan hukum
masyarakat. Masyarakat akan langsung bisa menilai bagaimana polisi yang anti suap
dan lebih memilih untuk menyelesaikan soal hukum lewat prosedur yang benar.
Diam-diam masyarakat diajak untuk menghargai proses hukum dan merakit kata
keadilan melalui apa yang ia lalui dan jalankan.30
Tugas polisi juga berupa mendekatkan kesenjangan antara ketentuan hukum
dengan kenyataan dilapangan, bukan menegaskan keterpisahannya. Misalnya hukum
menyatakan bahwa semua orang kedudukannya adalah sama didepan hukum, tuga
utama Polisi adalah menghidupkan ketentuan itu dalam tugas-tugas dilapangan,
bukan mengingkari atau menolak berlakunya ketentuan diatas menolak.
30Dian Pungky, Totok Sugianto Dkk. Inilah Buku HAM untuk AKPOL (Yogyakarta:Tim
PUSHAM UII, 2009 cet. 1), h. 34
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Secara filosofis tugas Polisi memang menghidupkan semua ketentuan hukum
yang ada dalam Undan-undang dalam praktek keseharian. Inilah hebatnya kepolisian
Ia adalah petugas yang memonopoli semua kewenangan penegakan hukum yang
tertulis dalam Undang-Undang. Tentu ini kewenangan juga dimiliki oleh hakim
maupun jaksa. Pertimbangan filosofis inilah yang membuat karir polisi ini
membanggakan, karena: polisi akan mempertimbangkan semua keputusan
tindakannya melalui ketentuan hukum tertulis dan derajat kerugian public yang
ditimbulkan oleh tindakan pelanggaran hukum. Ini membuat tugas Kepolisian punya
makna suci, karena Polisi diminta untuk menafsirkan ketentuan tertulis yang
kerapkali akan selalu terlambat memahami kemajuan kejahatan dan tidak hirau pada
derita korbannya pasti jauh lebih ketimbang sanksi yang diterapkan adalah polisi
untuk  mampu menjerat dan memberikan kepuasan keadilan pada korban dengan
penangan yang terbuka, dapat diketahui dan diadili.31
F. Perlindungan Hukum terhadap Unjuk rasa
Harus dipahami sepenuhnya bahwa Unjuk Rasa atau menyampaikan pendapat
dimuka umum pada hakekatnya adalah Manifestasi kebebasan berkumpul,
berekspresi dan berpendapat. Unjuk rasa yang dapat berupa demonstarsi, pawai, rapat
umum, maupun mimbar bebas tak saja dijamin dalam konstitusi UUD 1945 beserta
segenap prinsip dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara hukum (oleh karenanya
terbilang sebagai Hak Konstitusional alias Constitutional rights) namun pula diakui
dan dijamin dalam instrument Hukum Hak Asasi Manusia Nasional maupun
31Ibid h. 38
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Internasioal sebagai Hak Konstitusioanal sekaligus Hak Asasi Manusia (HAM), maka
pada prinsipnya Negara dan segenap aparaturnya wajib untuk menghormati,
melindungi, memenuhi dan memajukannya.
Dalam konteks relasi hak dan kewajiban ini, segenap aparatur negara
termasuk kepolisian sebagai aparatur pemerintah mestilah mahfum bahwa unjuk rasa
adalah hal yang wajar dilakukan dalam masyarakat demokratik, karena dalam negara
demokrasi rakyatlah yang sesungguhnya berdaulat (the souvereign). Justru di dalam
alam politik yang otoriter unjuk rasa ditabukan bahkan dikriminalisasikan. Rejim
Orde Baru misalnya, mengkriminalisasikan unjuk rasa, dan kerap merespons dengan
tindakan kekerasan terhadap warga Negara yang hendak menyampaikan aspirasinya.
Tidak heran pada masa lalu, bahkan unjuk rasa yang dilakukan secara damai
sekalipun akan dihadapi dengan kekerasan dan atau pendekatan keamanan.
G. Konsep HAM terhadap unjuk rasa
Kegiatan Unjuk Rasa bagian dari Hak Asasi Manusia dan Hak konstitusional
itu bukannya tak terbatas. Deklarasi HAM PBB dan UUD 1945 pada intinya
menyatakan bahwa dalam menikmati hak dan kebebasan dasar, setiap orang tunduk
pada pembatasan, pembatasan mana harus ditentukan dengan hokum (determined by
law), semata untuk menghormati penikmatan hak dan kebebasan orang lain, untuk
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memenuhi moralitas yang adil, ketertiban umum dan kesejahteraan umum dalam
masyarakat yang demokratik.32
Oleh karena unjuk rasa adalah hak asasi manusia dan sekaligus hak
konstitusional warga negara, maka pada prinsipnya kegiatan unjuk rasa dan warga
negara pengunjuk rasa harus dipandang sebagai orang maupun sekelompok orang
yang sedang menjalankan maupun menikmati hak-haknya sebagai warga negara
karena martabatnya sebagai manusia. Maka dari itu, paradigma, mindset bahwa unjuk
rasa adalah mengancam kekuasaan dan oleh karenanya para pelakunya sejak awal
sebagai musuh (yang oleh karenanya harus dihancurkan) tidak boleh menjadi
pemahaman di dalam benak aparat negara.
Persoalan yang cukup penting diangkat sejalan dengan lahirnya persoalan-
persoalan dalam demokrasi formal adalah bagaimana mendamaikan yang
mengagungkan rasio kebebasan disatu pihak, dan kolektivisme sebagai perkumpulan
dari individu-individu dipihak lain.33
Kehidupan bersama dengan sendirinya menuntut bahwa kebebasan masing-
masing harus dibatasai demi hak dan kebebasan orang lain yang sama besarnya, yang
merupaka tujuan demokrasi bukanlah kebebasan yang total melainkan agar
pembatasan kebebasan yang disadari pelu, dibatasi melalui control efektif masyarakat
32 Manunggal K. Wardaya, http://kuliahmanunggal.wordpress.com/2011/02/28/aspek-hak-
asasi-manusia-dalam-penanganan-unjuk-rasa-oleh-satuan-polisi-pamong-praja-1/, (7-5-2013)
33 Saiful Arif, Ilusi demokrasi (Jakarta:Desantara 2003), h.36
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dan masyrakat sendii dapat menentukan siapa yang memerintahinya.  Kebebasan itu
harus  tetap berpedoman pada nilai moralitas, cultural dan nilai etis kemanusiaan.34
Dalam kaitannya dengan kewajiban menghormati HAM ini, penting untuk
disadari oleh Semua elemen bahwa meskipun hak dan kebebasan asasi manusia dapat
dibatasi namun ada berbagai hak asasi manusia yang terbilang sebagai hak yang tak
dapat dikurangkan dalam keadaan apapun (non-derogable righs). Beberapa hak yang
relevan dalam penanganan unjuk rasa terkait dengan hak yang tak dapat dikurangkan
ini antaranya adalah hak hidup (the right to life, hak untuk tidak disiksa atau
diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi atau merendahkan Bagaimanapun,
penggunaan kekerasan maupun tindakan represif jika digunakan secara tidak
proporsional berpotensi terjadinya pelanggaran HAM.35
H. Pandangan Islam terhadap Unjuk rasa
Pandangan islam yang menjadikan masirah (unjuk rasa) sebagai usul
mengungkapkan aspirasi atau pendapat yang bisa dilakukan bisa juga tidak, sangat
berbeda dengan pandangan masyarakt sosialis dan komunis. Mereka menganggap
muzhaharah (demonstrasi) sebagai salah satu metode baku (thariqah) dalam
34 Emilianus Afandi, Menggugat Negara rasionalitas demokrasi, HAM, dan kebebasan
(Jakarta:Perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia indonesia), h 43
35 Ibid
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melakukan perubahan masyarakat. Bagi mereka, demonstari adalah semacam antitesa
untuk menggerakkan proses perubahan masyarakat kearah yang mereka inginkan.36
Sebagaimana di jelaskan dalam Al Qur’an surat An-nisa ayat 59,









Terjemahnya:
59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di
antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada
Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.37
Salah satu dalil umum yang memerintahkan untuk taat kepada allah , rasul
dan pemimpin. Hukum islam pada prinsipnya memberikan postur legitimasi
mengenai perkara manusia yang meniatkan pada kebaikan mendatangkan
kemaslahatan dibumi. Manusia sebagai pemimpin di muka bumi diberikan tanggung
jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan baik didarat dan laut,maka setiap yang
36Dian Pungky, Totok Sugianto Dkk. Inilah Buku HAM untuk AKPOL (Yogyakarta:Tim
PUSHAM UII, 2009 cet. 1), h. 34
37 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya (Semarang: PT. Toha Putra, 1996),
h.69.
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merusak atau mengangu keamanan dan ketertiban akan di berikan sangsi atau
ganjaran atas perbuatannya sesuai nas Al quran ,hadis maupun sumber hukum islam
lainnya. kaitannya dengan tindakan polisi menanggulangi aksi unjuk rasa/demonstrasi
dalam Menjalangkan tugas menjaga dan mengantisipasi terjadinya gangguan
ketertiban ,keamanan dan melindungi keselamatan setiap nyawa manusia ketika
terjadi demonstrasi dan unjuk rasa oleh mahasiswa maupun elemen masyarakat
lainnya adalah tindakan yang terpuji dan di hargai dengan timbangan amal menuju
surganya allah SWT.
Bangsa Indonesia makin lama makin percaya akan kemampuan serta kekuatan
yang ada pada diri mereka sendiri. Mereka sudah tidak mau menggantungkan nasib
mereka kepada orang lain atau bangsa ini. Kaum muslim Indonesia sudah
tergembleng oleh ajaran-ajaran agama islam yang antara lain menegaskna bahwa
Allah tidak akan mengubah nasib seseorang atau berjuang dan berusaha memperbaiki
nasibnya. Mereka tidak boleh dan tidak dapat menggantungkan nasib mereka kepada
orang lain atau kepada bangsa lain. Ajaran-ajaran islam yang seperti itulah yang
menyebabkan kaum patriot muslim Indonesia secara militant dan sangat gigih
menentang dan melawan. 38
38 Sagimun MD, Pearanan pemuda dari sumpah pemuda sampai dengan proklamasi
(Jakarta:PT Bina Aksara 1989), h. 90
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Pendekatan dan Desain Penelitian
Dalam melaksanakan penelitian dibutuhkan pendekatan yang tepat dalam
menjalankannya, berikut beberapa pendekatan yang akan digunakan:
1. Jenis Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini menggunakan deskriptif yaitu, memaparkan apa
adanya (sesuatu bentuk atau kenyataan yang ada).39
2. Jenis Pendekatan
Dalam penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan suatu data yang sesuai
dengan pokok pembahasan, maka metode pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan sosiologis dan pendekatan yuridis.
Sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan konsep dan kaedah-
kaedah yang terdapat dalam ilmu sosiologi, yaitu dengan menggunakan logika-logika
dan teori sosial baik klasik maupun modern untuk menggambarkan,
39 Daryanto S.S, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Surabaya: Apollo, 1998), h. 154
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Yuridis adalah suatu pendekatan dengan berdasrkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yaitu pendekatan hukum yang mengarahkan untuk
mengetahui permasalahan secara normatif sesuai dengan berbagai teks yang
membahas secara khusus permasalahan yang akan dikaji.
B. Instrumen Penelitian
Dalam upaya pengumpulan data, suatu penelitian haruslah ditunjang oleh
instrument penelitian yang memadai, oleh karena gambaran penelitian akan menjadi
arah pandangannya bila ditunjang instumen yang tersedia. Hal ini merupakan kondisi
jasmani dan rohani yang sehat, akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan
sempurna dengan alat tulis dan sarana penunjang lainnya yang memadai. Oleh karena
itu, maka suatu penelitian mutlak membutuhkan instrumen dalam memperoleh data
penelitian yang akurat dan validitas data yang menggembirakan. E Joko Subagjo
mengemukakan bahwa instrument penelitian sebagai suatu pasangan para petugas
lapangan merupakan pedoman satu-satunya yang sengaja disiapkan dalam bentuk
yang di kehendaki untuk secara serentak dalam waktu yang ditentukan.
Demikian halnya dengan penelitian ini penulis telah menyiapkan beberapa
instrumen atau alat penelitian sebagai berikut:
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1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari
informan yang berupa daftar pertanyaan.
2. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua
percakapan dengan sumber data.
3. Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan
pembicaraan dengan informan.
4. Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau
pembicaraan dengan informan.
C. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka dilakukan peneleitian
lapangan di Polrestabes Makassar dengan menggunakan metode pengumpulan data
primer dan sekunder.
Data primer adalah data yang diperoleh melalui field research atau penelitian
lapangan dengan cara-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan langsung
kelapangan dengan mengadakan wawancara  dan tanya jawab pada informan
penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh
melalui angket yang dipandang meragukan.
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui library research atau
penelitian kepustakaan, dengan cara berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan
tersebut dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya.
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1) Observasi adalah kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara
melihat langsung objek penelitian yang menjadi focus penelitian40
2) Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide
melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruktifkan makna dalam
satuan topic tertentu41
3) Dokumentasi adalah data-data yang diperoleh di lapangan berupa
dokumen penting.
D. Metode Pengolahan dan Analisis Data
a. Mengorganisasi data, baik data yang diperoleh dari rekaman maupun data
tertulis.
b. Proses data dengan cara memilah-milah data.
Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam  penelitian,
kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal bahasan masalah
dengan cara memberi kode-kode tertentu.
Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui relevansi dan kesahian data yang akan didiskripsikan dalam menemukan
jawaban permasalahan.
40M. Syamsuddin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2007), h. 114.
41Esterberg, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta: Bumi Aksara
2002), h. 97
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c. Interpretasi data dengan cara menerjemahkan atau menafsirkan data yang
sebelumnya telah dikategorikan.
Metode Analisa Data
Data ini menggunakan metode sebagai berikut:
a. Metode induktif, yaitu suatu metode menganalisa data yang sifatnya
khusus kemudian mengambil kesimpulan secara umum.
b. Metode deduktif, yaitu suatu metode menganalisa data yang sifatnya
umum kemudian mengambil kesimpulan secara khusus.
c. Metode komparatif, yaitu setiap data baik yang bersifat khusus maupun
yang bersifat umum di bandingkan kemudian di tarik kesimpulan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kota Makassar terletak dipesisir pantai barat Sulawesi Selatan pada posisi
1190 18’ 27,97” – 1900 32’ 31,03” Bujur Timur dan 050 30’ 30” – 050 14‘, 49”
Lintang Selatan. Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di
persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi,
dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah
utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada
koordinat 1190 bujur timur dan 5,80 lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi
antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang
datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni
sungai.Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang
bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang
lebih 175,77 Km2 daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas
wilayah perairan kurang lebih 100 Km².
Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki
143 kelurahan. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan
dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo,
Tamalanrea dan Biringkanaya.
Dari 14  kecamatan dan 143 kelurahan, Kota Makassar memiliki penduduk
sekitar 1,568,992. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berkut ini :
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Tabel 1 : Jumlah Penduduk Kota Makassar Berdasarkan Kecamatan
No. Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Mariso 35,299 35,017 70,316
2 Mamajang 37,681 38,289 75,970
3 Makassar 53,926 53,880 107,806
4 Ujung Pandang 13,891 14,159 28,050
5 Wajo 20,467 19,759 40,226
6 Bontoala 34,699 34,6628 69,327
7 Tallo 83,821 81,251 165,072
8 Ujung Tanah 28,332 27,636 55,968
9 Panakkukang 88,689 86,251 174,940
10 Tamalate 87,789 85,081 172,871
11 Biringkanaya 106,863 106,551 213,414
12 Manggala 59,390 57,593 116,983
13 Rappocini 78,456 79,395 157,851
14 Tamalanrea 60,843 59,355 120,198
Jumlah 790,146 778,846 1,568,992
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Kota Makassar sendiri berbatasan langsung dengan sejumlah kabupaten
yakni :
1. Sebelah utara dengan kabupaten Pangkep.
2. Sebelah timur dengan kabupaten Maros.
3. Sebelah selatan dengan kabupaten Gowa dan
4. Sebelah barat dengan Selat Makassar.
42 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, 2011
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Dari gambaran sepintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Makassar,
memberi penjelasan bahwa secara geografis, kota Makassar memang sangat strategis
dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, Makassar
menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien dibandingkan daerah
lain. Memang selama ini kebijakan makro pemerintah yang seolah-olah menjadikan
Surabaya sebagai home base pengelolaan produk-produk draft kawasan Timur
Indonesia, membuat Makassar kurang dikembangkan secara optimal. Padahal dengan
mengembangkan Makassar, otomatis akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat di kawasan Timur Indonesia dan percepatan pembangunan.
Dengan demikian, dilihat dari sisi letak dan kondisi geografis - Makassar memiliki
keunggulan komparatif dibanding wilayah lain di kawasan Timur Indonesia. Saat ini
Kota Makassar dijadikan inti pengembangan wilayah terpadu Mamminasata.
B. Hasil Penelitian
Adapun hasil penelitian yang diperoleh peneliti tentang unjuk rasa yang
terjadi di kota Makassar pada tahun 2007-2013 yang dilakukan oleh beberapa
lembaga baik kaum intelektual dan masyarakat, dapat dilihat pada table dibawah ini :
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Table 1
Beberapa Contoh Unjuk Rasa Pada Tahun 2007-2013
No Lembaga Lokasi Issu Kondisi Waktu
1
Komite
Perjuangan
Rakyat
Miskin/Jaringan
Rakyat Miskin
Kota (KPRM-
UPLINK
SIMPUL
MAKASSSAR)
Mandala
Tragedy
kelaparan dan
dan
penelantaran
rakyat miskin
di kota
Makassar
Berakhir
anarkis 2007
2
Jaringan
Intelektual
Alauddin (Jalan)
Jl.Sultan
Alauddin/Fly
Over
Kasus
pelanggaran
HAM berupa
hak hidup dan
hak atas
pangan yang
tidak dipenuhi
oleh pemeritah
kota Makassar
Aman 2007
3 BEM se- Kota
Makassar
Depan
Kampus UIN
Alauddin
Makassar/Fly-
over
Mahasiswa
mesti dilibatan
dalam setiap
perumusan
kebijakan
kampus
Aman 2007
4 JaringanIntelektual
Alauddin (Jalan)
Depan
Kampus UIN
Alauddin
penanganan
kesehatan oleh
pemerintah
kota Makassar
Berakhir
anarkis 2008
6
Konsorsium UIN
Alauddin Anti
Komersialisasi
Karebosi
Lapangan
Karebosi
Komersialisasi
karebosi
Berakhir
anarkis 2008
7 Liga MahasiswaNasional Untuk
Demokrasi
(LMND)
Depan
Kampus 45
Makassar
Nasionalisasi
Industri
Pertambangan
Asing Untuk
Pendidikan
Gratis yang
berkualitas
Aman 2008
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8
HMI Cabang
Gowa Raya
Kampus UIN
Alauddin,
unismuh dan
Gedung
DPRD
Propinsi
SULSEL
Bahan Bakar
Minyak
(BBM)
Berakhir
anarkis 2008
9 BEM se-KotaMakassar
Kantor
Pertamina
Menyikapi
Kenaikan
BBM
Anarkis 2008
10
REUNI
11(Refleksi untuk
Indonesia)
Jembatan
flyover
Menjelang
kedatangan
Presiden
Susilo
Bambang
Yudhoyono
Aman 2009
11
BEM se-kota
Makassar
Serentak di
kota makassar
satu tahun
pemerintahan
Susilo
Bambang
Yudhoyono
(SBY) -
Boediono
Anarkis 2010
12
KAMMI(Kesatuan
Aksi Mahasiswa
Muslim
Indonesia)
Jembatan
flyover,
peringatan
hari
kebangkitan
nasional
(Harkitnas)
dan 13 tahun
reformasi di
Indonesia
Aman 2011
13 Bem se-kota
makassar
Depan
kampus
UNM,UIN,45
Protes
kenaikan
harga BBM
Anarkis 2012
14
Kesatuan
mahasiswa
nasional
Depan kantor
gubernur sul-
sel
Hari
Pendidikan
Nasional
(Hardiknas).
Anarkis 2013
15
BEM se-kota
makassar
Depan
kampus
UNISMUH
makassar
menolak
kenaikan BBM Anarkis 2013
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Apabila diperhatikan data tabel diatas, beberapa aksi unjuk rasa berakhir
anarkis.
Pada tahun 2007, unjuk rasa yang dilakukan oleh Komite Perjuangan Rakyat
Miskin/Jaringan Rakyat Miskin Kota (KPRM-Uplink Simpul Makasssar) di
Monumen Mandala dengan issu Tragedi kelaparan dan penelantaran rakyat miskin di
Kota Makassar, berakhir anarkis. Namun, hal ini dilakukan oleh mereka yang
tergabung dalam komite rakyat miskin disebabkan oleh adanya sebuah kasus
kelaparan di Kota Makassar yang dinilai telah mencederai pemerintah dalam
menjalankan tugasnya. 43
Selanjutnya pada tahun 2007 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FSH
melakukan aksi unjuk rasa di depan kampus UIN Alauddin Makassar dimana issu
utama yang diangkat bahwa mahasiswa mesti dilibatkan dalam setiap perumusan
kebijakan kampus, khususnya di kampus UIN Alauddin Makassar. Aksi unjuk rasa
ini berlangsung dengan aman.
Pada tahun 2007, Jaringan Intelektual Alauddin (Jalan) Depan Kampus UIN
Alauddin Makassar melakukan unjuk rasa terhadap kasus pelanggaran HAM berupa
hak hidup dan hak atas pangan yang tidak dipenuhi oleh pemeritah Kota Makassar.
Aksi unuk rasa tersebut berlangsung dengan aman dan dikawal oleh pihak kepolisian.
Pada tahun 2008 unjuk rasa jaringan intelektual alauddin (Jalan) di depan
kampus UIN Alauddin Makassar dengan issu penanganan kesehatan dan pendidikan
43 Tribun timur.com, tragedy kelaparan dan penelantaran rakyat miskin,(mei 2007)
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oleh pemerintah kota Makassar yang dinilai tidak memperhatikan masyarakat dalam
dunia kesehatan. Dari data yang diperoleh bahwa aksi unjuk rasa ini berakhir anarkis.
Pada tahun 2008, Konsorsium UIN Alauddin Anti Komersialisasi Karebosi
melakukan unjuk rasa di lapangan karebosi dan depan kampus UIN Alauddin
Makassar dengan Issu komersialisasi karebosi yang dinilai oleh pihak unjuk rasa
bahwa revitalisasi karebosi akan merugikan masyarakat dan karebosi merupakan
salah satu tanah budaya masyarakat makasar yang tidak boleh dialih fungsikan
apalagi dikomersialisasikan. Aksi unjuk rasa ini berakhir anarkis di depan kampus
UIN Alauddin Makassar.
Pada tahun 2008 Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND)
melakukan unjuk rasa di depan kampus 45 Makassar dengan issu nasionalisasi
industri pertambangan asing untuk pendidikan gratis yang berkualitas. Aksi unjuk
rasa ini berlangsung dengan aman.
Selanjuttnya dari data yang diperoleh peneliti bahwa unjuk rasa pada tahun
2008, unjuk rasa yang dilakukan oleh HMI Cabang Gowa Raya yang berlokasi di depan
Kampus UIN Alauddin dan Gedung DPRD Propinsi SULSEL dengan issu naiknya harga
Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai akan merugikan masyarakat. Aksi ini berakhir
dengan bergesekannya antara mahasiswa dan aparat kepolisian dan menelan korban, seperti
rusaknya beberapa toko didepan kampus UIN Alauddin Makassar, kaca beberapa mobil yang
melintas pecah dan 5 orang mahasiswa ditangkap.
Data di tahun yang sama yang  diperoleh peneliti (tahun 2008) koalisi Badan
Eksekutif Mahasiswa Se Kota Makassar melakukan aksi unjuk rasa dengan issu menyikapi
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kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bertempat kantor pertamina dan aksi ini
menurut data berkkhir anarkis..
(2009)Makassar - Menjelang kedatangan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono ke Makassar, mahasiswa Makassar mulai mempersiapkan aksi unjuk rasa
besar-besaran untuk menyambut kedatangan SBY. Salah satu elemen mahasiswa
yang akan turun ke jalan pada tanggal 9 Desember nanti adalah Reuni 11. Kelompok
mahasiswa ini berisi mantan aktivis mahasiswa yang pernah berperan menggerakkan
mahasiswa saat Reformasi 1998 lalu.
Reuni 11 adalah kepanjangan dari Refleksi untuk Indonesia (Reuni) 11 tahun
reformasi. Forum ini kebanyakan berisi mahasiswa yang aktif di HMI Badko
Sulawesi Selatan dan Barat. "Tujuan kami melakukan aksi unjuk rasa ini adalah
untuk mengawal agenda reformasi yang hingga saat ini belum tuntas," kata Waris,
Menurut Waris, saat ini, mereka tidak percaya lagi pada semua lembaga yang ada di
Indonesia kecuali KPK. Mereka dianggap tidak mampu menjalankan agenda
reformasi khususnya pemberantasan korupsi. Sebelumnya, Komite Pimpinan
Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD) Sulawesi Selatan juga mengajak
mahasiswa Makassar untuk turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi tanggal 9
Desember. Aksi itu untuk memperingati hari anti korupsi se-dunia.
Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua KPW-PRD Sulawesi Selatan,
Anshar Manrulu, menegaskan, ada tiga poin pernyataan dalam rilis tersebut. Yakni
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mendesak pengusutan tuntas kasus Bank Century, prihatin atas sikap Presiden SBY
yang ragu dan lamban dalam merespon keinginan masyarakat untuk segera
membongkar skandal Bank Century serta mendukung para anggota dewan dalam
memperjuangkan angket Century.
(2010).Sekitar 1000 mahasiswa Makassar menggelar aksi unjuk rasa sebagai
rangkaian peringatan usia satu tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) - Boediono. Aksi tersebut digelar secara serentak dibeberapa titik dan
dihampir seluruh kampus yang ada di Makassar,
Dalam aksi tersebut mahasiswa menutup total sejumlah jalan protokol. Seperti
yang dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan
Universitas 45 Makassar di Jalan Urip Sumoharjo, Mahasiswa Universitas
Indonesia Timur (UIT) dan Universitas Negeri Makassar (UNM) di Jalan AP
Pettarani, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unismuh) di Jalan Alauddin
serta mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) di Jalan Perintis Kemerdekaan.
Aksi mahasiswa hampir seragam, yakni dengan membakar ban bekas ditengah
jalan, kemudian memasang batu-batu besar dan bamboo, sehingga jalan tesebut tidak
bisa dilewati. Ribuan pengguna jalan terpaksa keluar dari sisi jalan untuk bisa tetap
sampai pada tujuan mereka. Aksi tersebut sempat diwarnai sejumlah insiden. Yang
paling parah adalah aksi sekitar 300 mahasiswa BEM Universitas Hasanuddin di
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depan kampus mereka. Mahasiswa tampak melakukan sweeping terhadap sejumlah
mobil plat merah yang melintas di titik aksi mereka.
Saat mahasiswa mendapati mobil tersebut, mahasiswa langsung merusak dan
nyaris membakar satu unit mobil Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel. Untungnya,
sebelum sempat menyulut api, Pembantu Rektor III Unhas, Nasaruddin Salam
menenangkan mahasiswa yang telah emosi itu. Kita boleh berdemo, tapi jangan
membakar mobil, teriak Nasaruddin Salam ditengah-tengah massa mahasiswa.
Pengrusakan mobil plat merah dilakukan sebagai simbol kekecewaan mereka
terhadap pemerintahan SBY-Boediono yang dianggap gagal mempimpin negeri ini.
Kordinator mahasiswa Unhas, Reza menegaskan, SBY telah membawa bangsa ini
menjadi antek-antek negara lain. Kita hanya memiliki satu tuntutan, yakni turunkan
SBY-Boediono. Jika berlanjut hingga tahun 2014, maka bangsa ini akan lebih
menyengsarakan takyat, tegas Reza.44
(2011).Puluhan mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
(KAMMI) Daerah Makassar menggelar aksi unjuk rasa di bawah jembatan flyover,
Aksi tersebut merupakan rangkaian peringatan hari kebangkitan nasional (Harkitnas)
dan 13 tahun reformasi di Indonesia. Dalam orasinya, KAMMI Makassar menilai
usia 13 tahun reformasi bagi Indonesia tidak lebih dari sebuah kegagalan
pembangunan.Tumbangnya rezin Orde Baru ke Orde reformasi hanya menjadikan
44 Tribun timur.com,aksi satu tahun SBY-Budiono, mahasiswa Makassar rusak mobil dinas,
(rabu 20 oktober 2010)
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masyarakat Indonesia seperti hidup dalam mimpi. Alasannya, selama 13 tahun ini
Indonesia seharusnya menghasilkan perubahan, namun kenyataannya, justru semakin
mundur. Selama 13 tahun ini, Indonesia hidup dalam skandal yang tak berujung.
Banyak kasus yang tak terselesaikan sehingga waktu untuk mensejahterakan rakyat
hanya mimpi belaka, tegas Ketua Kamda Makassar, Jihad Harun saat
berorasi.KAMMI Makassar mencatat sejumlah kasus yang hingga saat ini tidak kelar.
Diantaranya kasus Bank Century, kasus Gayus Tambunan, rekening polri, mafia
hukum, kasus korupsi di tingkat wakil rakyat dan pejabat serta persoalan terorisme.
Persoalan itu kemudian membuat pemerintah tidak fokus mengurus rakyat Indonesia.
Tidak heran jika rakyat Indonesia makin miskin dan semakin tidak terpelajar. Ini
adalah bentuk kegagalan dari sistem pemerintah yang sudah empat kali berganti
estafet, ungkap Jihad lagi.  Makanya itu, KAMMI Makassar menuntut sejumlah poin
perubahan. Yakni mendesak dilakukannya reformasi birokrasi, penegakan hukum
tanpa tebang pilih, serta menolak praktek neo liberalism. KAMMI Makassar juga
menuntut perbaikan sistem pendidikan untuk SDM, membuka lapangan kerja seluas-
luasnya bagi rakyat Indonesia serta menasionalisasikan asset asing. Aksi puluhan
aktivis KAMMI Makassar itu berlangsung tertib dan mendapat pengawalan sekitar 20
personil polisi.
(2012) Kerusuhan yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, masih terus
berlangsung pada Selasa siang hingga sore ini. Kerusuhan antara mahasiswa dan
polisi tersebut berlangsung di sejumlah lokasi. Kerusuhan semula terjadi di depan
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kampus Universitas Negeri Makassar (UNM) Jalan AP Pettarani. Mahasiswa
setempat bentrok melawan aparat kepolisian. Aksi serupa terjadi pula di depan
kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Jalan Sultan Alauddin. Di lokasi ini
mahasiswa tidak hanya beradu melawan polisi, tetapi juga melawan warga yang tidak
senang dengan sikap mahasiswa. Beberapa menit kemudian, kerusuhan juga terjadi di
depan kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan Universitas 45 Makassar
Jalan Urip Sumoharjo. Di sini mahasiswa terlibat bentrok dengan polisi selama
sekitar 2 jam hingga akhirnya polisi mundur dan mahasiswa tetap memblokir jalan.
(2013)Aksi demonstrasi mahasiswa di depan Kantor Gubernur Sulawesi
Selatan 'membara'. Hal itu menyusul tindakan mahasiswa yang menyandera anggota
polisi dalam aksi Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Mahasiswa menuntut
menemui Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo untuk menyampaikan
aspirasinya.Karena merasa tak didengar, Mahasiswapun nampak beringas merusak
pagar. Kantor Gubernur dengan batu. Ratusan polisi berseragam hitam lengkap
dengan tameng-pun tak luput dari amarah mahasiswa. Mereka jadi sasaran 'tembak'
batu-batu mahasiswa yang didapatnya dari sisi jalan. Melihat kejadian tersebut, Polisi
seakan tak mau kalah beringas. Mereka berusaha memukul mundur mahasiswa
dengan tembakan gas air mata. Sejumlah mahasiswa yang gagal melarikan diri,
menjadi amukan para anggota polisi tersebut."Ampun pak, ampun," jerit seorang
mahasiswa berpakaian hitam saat dipukuli puluhan anggota polisi .Seakan tak mau
mendengarkan jeritan mahasiswa tersebut, batu sebesar kepala kembali mendarat di
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kepala seorang mahasiswa tersebut. Kali ini, darah segar mengucur dari kepalanya.
Tak hanya itu, lagi-lagi tendangan dari sepatu bot hitam mengkilat milik polisi
berkali-kali mendarat empuk di kepala mahasiswa berambur pendek itu.
Berdasarkan pantauan di lokasi, tak hanya satu mahasiswa yang diperlakukan
demikian. Tercatat belasan mahasiswa berhasil ditangkap.  Merasa kesal dengan ulah
mahasiswa yang sebelumnya bertindak brutal dan anarkis kini para polisi itu nampak
meluapkan kekesalannya pada beberapa mahasiswa yang berhasil diamankan.
Hingga sore ini, aksi unjukrasa puluhan mahasiswa dari berbagai elemen sudah
nampak bubar. Namun ada beberapa titik konsentrasi massa yang masih terlihat. Dari
informasi yang dihimpun, mereka adalah mahasiswa yang berhasil melarikan diri dan
ingin mengetahui kondisi rekan-rekannya.45
AKSI unjuk rasa menolak kenaikan BBM yang digelar mahasiswa di
Makassar Sulawesi Selatan berlangsung rusuh. Mahasiswa terlibat aksi bentrok
dengan warga sekitar. Aksi anarkis mahasiswa sempat merusak fasilitas publik dan
menutup akses jalan itu memang ditanggapi masyarakat setempat lebih keras dari
wilayah lain di Indonesia. Bentrok warga dengan mahasiswa Universitas
Muhammadiyah (Unismuh) Makassar itu terjadi akibat penutupan Jalan Sultan
Alauddin yang dilakukan saat aksi unjuk rasa sejak siang hingga petang kemarin.
Akibat penutupan jalan tersebut, membuat antrean kendaraan mengular hingga
45 Sindo news.com, aksi di Makassar berujung ricuh, belasan mahasiswa ditangkap,(kamis 2
mei 2013)
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puluhan kilometer. Entah siapa yang memulai, warga yang tersulut emosinya terlibat
saling lempar dengan mahasiswa. Akibat bentrokan itu, sebuah mobil truk rusak.
Kaca jendelanya pecah terkena lemparan batu. Melempari sebuah restoran cepat saji
yang terletak di jalan tersebut dengan batu. Dan memaksa 2 buah SPBU untuk tidak
beroperasi hingga ada keputusan resmi naiknya harga BBM oleh pemerintah.
Sementara itu Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Burhanuddin Andi
menganggap aksi itu sebagai suatu tugas yang perlu diantisipasi dalam masa
kepemimpinannya. Kapolda yang baru dilantik menggantikan kapolda sebelumnya,
Irjen Mudji Waluyo, menyatakan, perlu ada kiat khusus untuk meredam gejolak isu
yang menyangkut kepentingan masyarakat. Seperti peningkatan pendekatan melalui
budaya.46
"Di sana lebih keras daripada tempat lain. Jangan sampai Makassar ini jadi basis
untuk selalu memunculkan isu, ini yang perlu dikhawatirkan. Kalau (utarakan)
aspirasi tentang kebijakan pemerintah, ya silakan saja. Tapi jangan rugikan orang
lain," kata Burhanuddin.
Dari penjelasan data diatas, pada dasarnya unjuk rasa yang dilakukan oleh
kaum intelektual dan masyarakat disebabkan ketidakadilan yang mereka terima. Oleh
karena itu, masyarakat dan pemerintah mesti jelih melihat beberapa aksi unjuk rasa
yang terjadi. Tindakan anarki yang dilakukan oleh pihak unjuk rasa pada dasarnya
46 ibid
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dilakukan karena adanya bentuk untuk dihalang-halangi dalam melakukan unuk rasa.
Namun demikian, Unjuk rasa pula bukan hanya tindakan anarki yang banyak
dilakukan oleh demonstran. Aspirasi bisa dilakukan dengan cara damai dan tanpa
harus ada yang dirugikan baik mahasiswa, aparat penegak hukum, maupun
masyarakat. Mengumpulkan massa dan beramai-ramai kesuatu tempat (gedung
pemerintahan misalnya), dengan kegiatan penyampaian aspirasi yang tidak
melibatkan kontak fisik, karena mereka (pemerintah) pada dasarnya 'mendengar' apa
yang disampaikan melalui unjuk rasa. Unjuk rasa dengan kekerasan tidak
menunjukan bahwa kita seorang mahasiswa tapi lebih kepada pelaku kekerasan.
Kasus anarkis dalam melakukan unjuk rasa pada dasarnya terjadi karena
adanya keengganan untuk bertukar pikiran di antara pihak-pihak yang terlibat dalam
kassus yang ingin dimintai pertanggung jawabannya kepada pemerintah.47
Dengan demikian, unjuk rasa kehilangan maknanya yang hakiki maka sudah
saatnya semua pihak yang terkait untuk mengatur kamtibmas di negeri ini duduk
bersama merumuskan ulang model unjuk rasa yang paling pas dengan budaya bangsa
kita yang sejak dahulu dikenal santun.
Aksi unjuk rasa besar-besaran sebetulnya dapat diredam, jika permasalahan
yang menjadi asal muasal unjuk rasa itu, sebelumnya telah direspon secara baik oleh
stake holder. Artinya, harus ada counter ide dari stake holder terhadap ide-ide yang
47 Gerry, Bila Unjuk Rasa Berarti Unjuk Kemarahan, Anggota Jaringan Epistoholik Indonesia
ricard_06@plasa.com, (diakses tanggal 20 maret 2013).
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dilancarkan oleh unjuk rasa itu. Sepanjang pikiran pengunjuk rasa bisa dipatahkan
oleh pikiran yang sebaliknya, maka niscaya aksi turun ke jalan dapat dicegah.
C. Pembahasan
1. Peran kepolisian dalam menanggulangi unjuk rasa di kota makassar
Salah satu dari 10 prinsip dasar demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara
Indonesia adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yaitu demokrasi di mana
kepentingan rakyat harus diutamakan oleh wakil-wakil rakyat, rakyat juga dididik
untuk ikut bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebebasan
menyampaikan pendapat merupakan bagian dari implementasi prinsip dasar tersebut,
oleh karena itu kebebasan mendapat di muka umum dijamin oleh :
a. Undang-Undang Dasar 1954 (Amandemen IV)
Pasal 28.
”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
Pasal 28 E Ayat 3,
”Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat.”
b. Ketetapan MPR no XVV/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 19
”Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat.”
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c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampikan
Pendapat di Muka Umum.
Pasal 2
”Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan
pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab demokrasi dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
Undang-undang diatas mengatur tentang :
a) Konsep Dasar dan Asas
Konsep dasarnya adalah Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak
setiap warga negara. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang
dilakukan oleh seorang atau lebih, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan,
tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum.
Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
Mimbar bebas adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum secara
bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.
Asasnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, musyawarah mufakat,
kepastian hukum dan keadilan, proposionalitas, serta asas manfaat.
b) Hak dan Kewajiban
Hak dan kewajiban warga negara adalah :
1) Mengeluarkan pikiran secara bebas.
2) Memperoleh perlindungan hukum.
3) Menghormati hak-hak kebebasan orang lain.
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4) Menghormati aturan-atauran moral umum yang dihormati.
5) Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
6) Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
7) Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
8) Hak dan kewajiban aparatur negara adalah :
9) Melindungi Hak Asasi Manusia.
10) Menghargai asas legalitas.
11) Menghargai prinsip praduga tak bersalah.
12) Menyelengarakan pengamanan.
c) Bentuk-bentuk Penyampaian Pendapat
1) Unjuk rasa atau demonstrasi.
2) Pawai.
3) Rapat umum.
4) Mimbar bebas.
d) Tata Cara Pemberitahuan Kegiatan
Penyampain pendapat di muka umum dalam bentuk unjuk rasa atau
demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas wajib diberitahukan secara
tertulis kepada Polri. Pemberitahuan disampaikan oleh yang bersangkutan,
pemimpin atau penangung jawab kelompok. Pemberitahuan secara tertulis
sebagaimana di atas, tidak berlaku bagi kegiatan-kegiatan ilmiah di dalam
kampus dan kegiatan keagamaan.
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Pemberitahuan dilakukan selambat-lambatnya 3x24 ( tiga kali dua puluh empat)
jam sebelum kegiatan dimulai dan telah diterima oleh Polri setempat.
e) Surat Pemberitahuan
Surat pemberitahuan ini mencakup :
1) Maksud dan tujuan.
2) Tempat, lokasi, dan rute.
3) Waktu dan lama.
4) Bentuk.
5) Penangung jawab.
6) Nama dan alamat organisasi, kelompok, atau perorangan.
7) Alat peraga yang digunakan.
8) Jumlah peserta.
f) Tanggung Jawab Polri
Setelah menerima surat pemberitahuan akan adanya aksi unjuk rasa, maka Polri
wajib :
1) Bertangung jawab dan memberikan perlindungan keamanan terhadap
pelaku atau peserta unjuk rasa.
2) Bertangungjawab menyelengarakan pengamanan untuk menjamin
keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Apabila dilihat dari beberapa dasar hukum kemerdekaan menyampaikan
pendapat/unjuk rasa, maka peran kepolisian cukup sederhana sebagai pengawal dan
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pengayom terhadap massa yang menyampaikan pendapat di muka umum, menjaga
ketertiban dan keamanan agar massa yang menyampaikan pendapat dapat tertib
2. Peranan peraturan kapolri No.16 tahun 2006 tentang pedoman pengendalian
massa.
Makassar merupakan kota dimana aksi unjuk rasa bukan merupakan hal yang
asing lagi bagi masyarakat Makassar khususnya dan masyarakat Indonesia pada
umumnya. Unjuk rasa di kota Makassar, merupakan imbas dari berbagai ketentuan
dan kebijakan pemerintah yang dinilai oleh kalangan unjuk rasa tidak berpihak pada
rakyat dan hal itu merugikan rakyat.
Pada tahun 2007-2013, praktek unjuk rasa terjadi hampir diseluruh sisi kota
Makassar. Hal ini, dapat dilihat pada beberapa data yang diperoleh peneliti.
Pada dasarnya praktek implementasi unjuk rasa yang dilakukan oleh
masyarakat dan kaum intelektual, dirasakan telah sedikit menyimpang dari ketentuan
undang-undang. Hal ini dapat diperhatikan pada beberapa kasus unjuk rasa yang
terjadi selalu berakhir dengan bentrokan, anarikis, pembakaran ban dan penutupan
seluruh ruas jalan. Dengan kejadian-kejadian yang dianggap merugikan masyarakat
maka di sahkanlah peraturan kapolri No 16 pada tahun 2006.
Peraturan kepala kepolisian tentang pedoman pengendalian massa
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
 Pengendalian Massa yang selanjutnya disebut Dalmas adalah kegiatan yang
dilakukan oleh satuan Polri dalam menghadapi massa pengunjuk rasa.
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 Dalmas Awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan alat-alat
perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa
masih tertib dan teratur/situasi hijau
 Dalmas lanjut adalah satuan Dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat
perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa
sudah tidak tertib/situasi kuning
 Kendali adalah kegiata  yang dilakukan oleh kepala kepolisian sektor (kapolsek),
kepala kepolisian sektor kota (kaposekta), kepala kepolisian sektor metropolitan
(kapolsek metro), kepala kepolisian resort (kapolres), kepala kepolisian resort
kota (kapolresta ), kepala kepolisian resort metropolitan (kapolres metro), kepala
kepolisian kota besar (kapoltabes), kepala kepolisian wilaya (kapolwiltabes),
kepala kepolisian daerah (kapolda) untuk mengatur segala tindakan pasukan di
lapangan pada lokasi unjuk rasa atau areal tertentu dalam rangka mencapai suatu
tujuan.
 Kendali umum adalah pengendalian oleh kapolda untuk mengatur seluruh
kekuatan dan tindakan pasukan di lapangan dalam unjuk rasa pada kondisi di
mana massa pengunjuk rasa sudah melakukan tindakan-tindakan melawan hukum
dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, perusakan,
pembakaran, penganiayaan berat, terror, intimidasi, penyendraan, dan lain
sebagainya selanjutnya di sebut dalam situasi merah.
 Pedoman dalmas ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengayoman,
dan pelayanan terhadap sekelompok masyarakat yang sedang menyampaikan
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pendapat  atau menyampaikan aspirasinya di depan umum demi terpeliharanya
ketertiban umum.48
Praktek implementasi yang terjadi saat ini, perlu interpretasikan ulang oleh
pihak unjuk rasa dalam melakukan unjuk rasa, karena walaupun unjuk rasa yang
dilakukan memperjuangkan hak-hak masyarakat, tetapi metode dalam
menjalankannya keliru, maka anggapan masyarakat akan keliru pula.
Saat ini masyarakat menganggap bahwa unjuk rasa adalah hak yang tidak
baik. Mengapa tidak, karena beberapa anggapan miring terhadap unjuk rasa sudah
menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa mereka
yang berunjuk rasa telah merebut hak mereka, misalnya dengan ditutupnya ruas jalan
yang menyebabkan macet, sehingga aktifitas masyarakat terganggu dan bahkan
beberapa masyarakat tidak dapat menjalankan aktifitasnya.
Menurut undang-undang No. 9 Tahun 1998, bahwa unjuk rasa adalah
kebebasan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk mengeluarkan
pikiran secara lisan dan tulisan, ditempat umum yang dapat diperhatikan oleh orang
banyak sehingga apa yang ingin disampaikan dapat diketahui oleh masyarakat.
Artinya, pemahaman yang keliru telah dilakukan oleh pihak pengunjuk rasa dalam
memanifestasikan arahan undang-undang dengan melakukan unjuk rasa di jalanan.
3. Kendala kepolisian dalam menangulangi unjuk rasa yang terjadi di kota
Makassar
48 Peraturan kapolri,pedoman pengendalian massa,No.Pol.16 tahun 2006
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Salah satu kendala yang ditemukan dilapangan iyalah kurang mampunya
mengendalikan kondisi diakibatkan oleh terlalu banyaknya massa pengunjuk rasa
dibandingkan dengan personel yang khusus berjaga di lapangan pada saat itu.49
Kadang aksi unjukrasa dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada
aparat kepolisian sehingga aparat tidak mampu mengawal jalannya aksi secara
maksimal.50
Banyaknya titik aksi, khususnya di kota Makassar, apalagi banyaknya
perguruan tinggi yang hampir menyebar secara merata di jalur utama kota, apalagi
jika salah satu kampus melakukan unjuk rasa maka akan mengakibatkan kemacetan
lalulintas yang cukup parah.51
Sinergisitas antara pemerintah dan pengunjuk rasa dalam melakukan unjuk
rasa menjadi penting untuk diwujudkan. Hal tersebut, tidak hanya menjadi
tanggungjawab pemerintah, tetapi menjadi tanggungjawab semua elemen masyarakat.
Penyatuan persepsi antara masyarakat dan pemerintah dalam melihat unjuk rasa juga
dirasa perlu guna mencapai sinergi antara keduanya.
Posisi pemerintah sebagai instansi yang selalu menjadi target pengunjuk rasa
perlu melakukan instropeksi terhadap kinerja dan berbagai kebijakannya, karena
salah satu penyebab terjadinya unjuk rasa adalah karena adanya ketimpangan dalam
suatu kebijakan atau kinerja dari pemerintah.
49 A ilham,wawancara tanggal 27 maret 2013,
50 Desisaryanto,wawancara tanggal 27 maret 2013
51 Supiadi, wawancara tanggal 27 maret 2013
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Dalam upaya meningkatkan penertiban atau penanggulangan aksi unjuk rasa,
diakui banyak kendala yang mesti dihadapi oleh aparat pada tingkat pelaksanaan
dilapangan. Kendala-kendala tersebut, mangakibatkan semakin rapuhnya upaya
penertiban dan penanggulangan para massa dalam unjuk rasa.
Dari data yang diperoleh dalam penelitian ini, diketahui bahwa salah satu
langkah yang bisa dialukan dalam upaya mewujudkan sinergi antara pemerintah dan
pengunjuk rasa adalah sebagai berikut :
1. Sikap aspiratif dari pemerintah.
Sikap aspiratif dalam menghadapi pengunjuk rasa diharapkan mampu
meredam kebiasaan-kebiasaan unjuk rasa anarkis yang selama ini marak terjadi
khususnya di Kota Makassar. Sikap yang tidak aspiratif yang ditonjolkan oleh
pemerintah dan keadaran hukum yang rendah dari pengunjuk rasa dikategorikan
sebagai salah satu penyebab terjadinya unjuk rasa anarkis. Hal ini sesuai dengan apa
yang diungkapkan oleh Sudaryanto s.sos (wakasat sabhara polres tabes makassar)52
bahwa :
“hendaknya pemerintah atau instansi-instansi swasta yang menjadi sasaran
pengunjuk rasa itu bersikap aspiratif dan jeli melihat kemauan para pengunjuk
rasa ketika ingin menghindari terjadinya tindakan-tindakan anarkis dari para
pengunjuk rasa. Disamping itu, kesadaran hukum dari para pengunjuk rasa
selama ini juga masih sangat rendah. Sehingga dua faktor tersebut menjadi
52 Sudaryanto s.sos (wakasat sabhara polres tabes Makassar) Wawancara tanggal 1 april
2013 di Polrestabes Kota Makassar.
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kunci utama kalau ingin membangun sinergi antara pemerintah dan pengunjuk
rasa”.
2. Budaya hukum.
Selain sikap aspiratif dari pemerintah terhadap aspirasi-apirasi yang
berkembang ditengah-tengah masyarakat budaya hukum juga menjadi suatu hal perlu
menjadi perhatian. Budaya hukum yang dimaksud adalah kesadaran dari semua
elemen masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan, pemerintah
dituntut untuk bekerja sesuai dengan regulasi yang telah ada sehingga kemungkinan-
kemungkinan terjadinya penyalahgunaan, penyelewengan serta kesewenang-
wenangan pemerintah tidak perlu lagi terjadi. Tingginya tingkat unjuk rasa yang
terjadi di Kota Makassar disebabkan oleh banyaknya ketidaksesuaian antara apa yang
seharusnya dengan apa yang terjadi dilapangan dan hal tersebut menjadi pemicu
terjadinya untuk rasa. Budaya hukum tidak hanya menyangkut pemerintah, tetapi
para pengunjuk rasa pun dituntut untuk berada pada koridor-koridor hukum yang ada
dalam melakukan unjuk rasa. Sehingga kasus unjuk rasa anarkis tidak lagi menjadi
pemberitaan yang tiap hari menghiasi pemberitaan media. Ketika pemerintah dan
pengunjuk rasa sudah menanamkan budaya hukum yang baik dalam menjalankan
masing-masing fungsinya, sinergi antara keduanya tidak lagi menjadi angan-angan.
3. Pendekatan persuasif aparat keamanan
Langkah lain yang dapat dilakukan dalam upaya mewujudkan sinergi antara
pemerintah dan pengunjuk rasa adalah pendekatan persuasive dari aparat kemanan
(polri). Pendekatan persuasive dari pihak keamanan merupakan langkah yang mesti
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diambil dalam menghadapi pengunjuk rasa, sejak era reformasi penggunaan
kekerasan sudah tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah
masyarakat sehingga pendekatan refresif yang selama pemerintahn Orede Baru
menjadi ciri khas dari aparat kemanan dalam menghadapi pengunjuk rasa sudah harus
ditinggalkan oleh aparat keamanan. Dalam beberapa aksi unjuk rasa yang berakhir
anarkis di Kota Makassar dinilai salah satunya terjadi karena pendekatan yang
digunakan aparat keamanan adalah bukan pendekatan persuasive.
“Beberapa aksi unjuk rasa anarkis yang terjadi dalam kurun waktu 2007-2013
beberapa diantara disebabkan oleh sikap dari aparat yang terlalu normative dan kaku
dalam menjalankan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998. Seharusnya aparat
keamanan (polri) menggunakan pendekatan sosiologi hukum dalam menekan
tingginya aksi unjuk rasa anarkis”53
Lebih lanjut Kusnadi Umar mengatakan bahwa :
“untuk meweujudkan sinergi antara pemerintah dan pengunjuk rasa sangat
ditentukan oleh metode pendekatan aparat keamanan dalam menghadapi pengunjuk
rasa, dan pendekatan yang paling tepat dengan kondisi sekarang ini adalah
pendekatan persuasive serta mendorong kesadaran pengunjuk rasa untuk berpedoman
pada peratuan perundang-undangan dalam menjalan aksinya”
”kebanyakan aksi unjuk rasa khususnya yang terjadi didepan kampus 45 itu
diakibatkan oleh sikap arogan dari aparat kemanan, dimana aparat kemanan
dalam menangani aksi unjuk rasa menggunakan pendekatan hukum normatif
53 Kusnadi umar, Wawancara tanggal 20 maret 2013
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sehingga yang terjadi adalah para aparat keamanan ketika berhadapan dengan
pengunjuk rasa maka akan kaku dan hanya berpedoman pada undang-undang
tanpa melihat aspek sosiologis dari para pengunjuk rasa”54
Dari wawancara diatas, yang dilakukan terhadap beberapa aktifis yang
beberapa kali terlibat dalam aksi unjuk rasa terlihat bahwa selama ini terkadang
aparat kemanan masih menggunakan pola-pola Orde Baru yang mengedepankan
kekerasan. Sehingga peran penting dari aparat keamanan terutaman dalam
menerapkan motode atau pendekatan dalam menghadapi pengunjuk rasa menjadi
kunci terjadinya sinergi antara pemerintah dan pengunjuk rasa.
54 A aswar p/alumnus,univ 45 makassar, Wawancara, tanggal 27 maret 2013
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Peran kepolisian dalam menanggulangi unjuk rasa di kota makassar cukup
penting sebagai pengawal dan pengayom terhadap massa yang
menyampaikan pendapat di muka umum, menjaga ketertiban dan
keamanan agar massa yang menyampaikan pendapat dapat tertib.
2. Peranan peraturan kapolri No.16 tahun 2006 tentang pedoman
pengendalian massa. adalah untuk dijadikan pedoman untuk
mengendalikan massa pengunjuk rasa yang anarkis atau merugikan
Negara dan masyarakat umum.
3. Kendala kepolisian dalam menangulangi unjuk rasa yang terjadi di kota
Makassar, yaitu banyaknya jumlah pengunjuk rasa, banyaknya aksi yang
dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya, serta titik aksi yang hampir
merata di sepanjang jalan sehingga menyulitkan petugas dalam
mengontrol/mengawal unjukrasa.
B. Saran
Adapaun saran yang dapat dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Guna memaksimalkan peran polri dalam mengawal jalannya demonstrasi
di kota Makassar diperlukan komunikasi yang lebih intens dengan pihak
mahasiswa/aktifis agar saling terbuka informasi agar sinergitas antara
petugas dan pihak pengunjuk rasa bisa terbangun.
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2. Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap protab No 16 tahun 2006, agar
lebih dimengerti sejauh mana batasan dan cakupan protab tersebut
sehingga tidak terjadi kesalah fahaman dengan pengunjuk rasa di
lapangan.
3. Diperlukan pendekatan baik dari pihak Birokrasi dan POLRI, terhadap
organ masyarakat, mahasiswa, aktifis.agar tidak terbangun sekat-sekat
pemisah yang seakan menganggap bahwa semua adalah lawan yang harus
diberi kekerasan.
4. Kepercayaan masyarakat terhadap POLRI harus mulai di bangun kembali,
karena banyaknya kasus pidana yang terjadi yang melibatkan POLRI,
yang membuat masyarakat semakin tidak percaya bahwa POLRI bisa
mengayomi.
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